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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa rencana detail tata ruang merupakan rencana
terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi
dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur
tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh
pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan
Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang
paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat
persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Bangun Tahun
2023-2042;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang,(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tamban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

& Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
k (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tamban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peruban Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tamban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tamban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanan Nasional Nomor 13 tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanan Nasional Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 326);

& Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
k (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

11.

Badan Pertanan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 327);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-
2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2013 Nomor 9, Tamban Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN
2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5’7‘] ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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4. Pemerintan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas- batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan, dan memelira
kelangsungan hidupnya.

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan
pola ruang.

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan
ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

5’7‘] ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
~ ktronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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Rencana Tata Ruang yang selanjutnya
disingkat RTR adalah sil perencanaan tata
ruang.

Penataan Ruang adalah suatu  sistem
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu
proses untuk menentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapanrencana tata ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah
upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya
disingkat RDTR adalah rencana secara
terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten yang dilengkapi dengan PZ
kabupaten.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya
disingkat WP adalah bagian dari kabupaten
dan/atau kawasan strategis kabupaten yang
akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai
aran atau yang ditetapkan didalam RTRW
Kabupaten yang bersangkutan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki
fungsi dan karakteristik spesifik.

secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang
memiliki fungsi dan karakteristik tertentu
yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lan yang dibatasi
sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang
nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan,
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra
tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kabupaten.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam, sumber daya buatan dan nilai
sejarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber
daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya
disingkat RTH adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok yang penggunaannya
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan
estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat
PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan Pemanfaatan Ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun
untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang
penetapan Zonanya dalam RDTR.

secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di
tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk
membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan memberikan pertimbangan
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

27. Masyarakat adalah orang perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, korporasi, dan/atau pemangku
kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tujuan penataan WP;

b. Rencana struktur ruang;
c. Rencana pola ruang;
d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
e. PZ;dan
Kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Kota Bangun
ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek
fungsional dan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan luas 5.836,10
(lima ribu delapan ratus tiga puluh enam koma satu)
hektare.

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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(2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki batas sebagai berikut:

a. sebelah wutara berbatasan dengan Kecamatan
Muara Kaman dan Kecamatan Kenon;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Loa Kulu dan Kecamatan Kenon; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Muara Wis.

(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

sebagian Desa Liang;
sebagian Desa Liang Ulu;

seluruh Desa Kota Bangun Ilir;

a.

b

C

d. seluruh Desa Kota Bangun Ulu;

e. sebagian Desa Kota Bangun Seberang;
f. sebagian Desa Kedang Murung;

g. sebagian Desa Sangkuliman; dan

h. sebagian Desa Pela.

(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:

a. SWP IV.A mencakup Desa Kota Bangun Ulu dan
sebagian Desa Liang terdiri atas Blok IV.A.1, Blok
IV.A.2, dan Blok IV.A.3.

b. SWP IV.B mencakup Desa Kota Bangun Seberang
dan Desa Kota Bangun lIlir terdiri atas Blok IV.B.1
dan Blok IV.B.2.

c. SWP IV.C mencakup Desa Kedang Murung terdiri
atas Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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d. SWP IV.D mencakup Desa Pela, Desa
Sangkuliman, dan Desa Liang Ulu terdiri atas
Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3.

e. SWP IV.E mencakup sebagian Desa Liang terdiri
atas Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.

(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana di maksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf a yaitu mewujudkan Kota Bangun sebagai
kawasan pariwisata dan agromina industri yang
berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
C. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat
di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:

a. SPPK Desa Kota Bangun llir yang terdapat di SWP
IV.B pada Blok IV.B.1; dan

b. SPPK Desa Liang yang terdapat di SWP IV.E pada
Blok IV.E.1.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ berupa pusat lingkungan
keluran/desa terdiri atas:

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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a. PL Desa Kota Bangun Seberang di SWP IV.B pada
Blok IV.B.2;

b. PL Desa Kedang Murung di SWP IV.C pada Blok
IV.C.2;

c. PL Desa Liang Ulu di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;

d. PL Desa Sangkuliman di SWP IV.D pada Blok
IV.D.2; dan

e. PL Desa Pela di SWP IV.D pada Blok IV.D.3.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran III.LA yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. jalan umum;
jalan khusus;

terminal penumpang;

g oo

jembatan;
Ite;
jaringan jalur kereta api antarkota;

alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;

5ot o

pelabun sungai dan danau;

e

terminal khusus; dan

j-  pelabun perikanan.

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a meliputi:

a. jalan kolektor primer;
jalan kolektor sekunder;
jalan lokal primer;

jalan lokal sekunder;

jalan lingkungan primer; dan

m 0 a0 o

jalan lingkungan sekunder

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan Kota Bangun melintas di SWP IV.A dan SWP

IV.E;

b. jalan Panglima Suta Kanan melintas di SWP IV.A
dan SWP IV.E;

c. jalan Gajah Mada melintas di SWP IV.B dan SWP
IV.D; dan

d. jalan kolektor primer lainnya di SWP IV.A, SWP
IV.D, dan SWP IV.E.

(3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. jalan sbullah syari melintas di SWP IV.A;

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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b. jalan Sri Bangun melintas di SWP IV.A; dan
c. jalan kolektor sekunder lainnya di SWP IV.A.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C,
SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP
IV.C, dan SWPIV.E.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP
IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f melintas di SWP IV.A.

Paragraf 3
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b berupa jalan usa tani di persawan, jalan akses menuju
sarana dan prasarana dan jalan khusus akses tempat
wisata yang melintas di SWP IV.C.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 10
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf ¢ berupa terminal penumpang tipe C yaitu Terminal
Kota Bangun yang terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

& Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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Paragraf 5
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
meliputi:

a. Jembatan Pela di SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan

b. Jembatan Martadipura terdapat di SWP IV.E pada Blok
IV.E.1.

Paragraf 6
Ite

Pasal 12

lte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri
atas:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok
IV.A.3;

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
SWP IV.C pada Blok IV.C.3; dan
SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 7
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 13

(1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa jaringan jalur
kereta api antarkota koridor Samarinda — Tenggarong —
Kota Bangun — Isui melintas di di SWP IV.A, SWP IV.B,
dan SWP IV.C.
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(2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan
perwujudannya akan ditetapkan setelah ada kajian
lebih lanjut dari instansi yang membidangi
perkeretaapian.

Paragraf 8
Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Pasal 14

Alur-pelayaran  sungai dan  alur-pelayaran danau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berupa alur-
pelayaran kelas III yaitu alur pelayaran Muara Muntai -
Anggana melintas di SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.

Paragraf 9
Pelabun Sungai dan Danau

Pasal 15

Pelabun sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf h berupa pelabun sungai dan danau
pengumpan terdiri atas:

a. Pelabun Kota Bangun terdapat di SWP IV.A pada Blok

IV.A.1;

b. Pelabun Rimba Ayu terdapat di SWP IV.C pada Blok
IV.C.2; dan

c. Dermaga Pariwisata Pela terdapat di SWP IV.D pada
Blok IV.D.3.

Paragraf 10
Terminal Khusus

Pasal 16

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
hurufi terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
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Paragraf 11
Pelabun Perikanan

Pasal 17

Pelabun perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf j berupa pangkalan pendaratan ikan terdapat di SWP
IV.E pada Blok IV.E.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. rencana jaringan energi;

b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d

rencana jaringan air minum,;

®

rencana jaringan pengelolaan air limbah dan
pengelolaan limbah ban berbaya dan beracun (B3);

f.  rencana jaringan persampan,;

rencana jaringan drainase; dan

7Q

h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 19

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud Pasal
18 huruf a meliputi:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
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a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pendukung;

b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
d. gardu listrik.

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat
di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdiri
atas:

1. pembangkit tenaga listrik surya (PLTS) di
SWP IV.C pada Blok IV.C.3;

2. pembangkit tenaga listrik surya (PLTS) di
SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3;
dan

3. pembangkit tenaga listrik surya (PLTS) di
SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Bukit Biru — Kota
Bangun melintas di SWP IV.A dan SWP IV.C.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. saluran wudara tegangan menengah (SUTM)
melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.D, dan
SWP IV. E; dan

b. saluran distribusi lainnya melintas di SWP IV.A,
SWP IV.B, dan SWP IV.C.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
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a. gardu induk Kota Bangun terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1; dan

b. gardu distribusi terdiri atas:

1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
dan

2. SWPIV.C pada Blok IV.C.1.

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. jaringan serat optik melintas di SWP IV.A, SWP
IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E; dan

b. sentral telepon otomat (STO) terdiri atas:
1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWPIV.C pada Blok IV.C.1.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver
station (BTS) terdiri atas:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;
b. SWPIV.B pada Blok IV.B.1;
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c. SWPIV.C pada Blok IV.C.3;
d. SWPIV.D pada Blok IV.D.1; dan
e. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

(4) Rencana  jaringan  telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan irigasi primer melintas di SWP IV.B, SWP
IV.D, dan SWP IV.E; dan

b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP IV.B,
SWP IV.D, dan SWP IV.E.

(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian
banjir terdiri atas:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;

b. SWPIV.C pada Blok IV.C.1;

c. SWPIV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3; dan
d. SWPIV.E pada Blok IV.E.

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
uﬁ ktronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



-21 -

(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berupa pintu air terdiri atas:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;
b. SWPIV.B pada Blok IV.B.2; dan
c. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran III.LE yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 22
(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a. unit air baku berupa bangunan pengambil air
baku terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan
SWP IV.D pada Blok IV.D.2.

b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat
di:
1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
3. SWPIV.C pada Blok IV.C.3; dan
4

SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
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c. unit distribusi berupa berupa jaringan distribusi
pembagi terdapat di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP
IV.C, dan SWP IV.D.

d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat

di:

1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;

2. SWPIV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
3. SWPIV.C pada Blok IV.C.2;
4

SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2;
dan

5. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air
hujan terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1; dan
b. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran III.LF yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Ban Berbaya dan Beracun (B3)

Pasal 23

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan
Limbah Ban Berbaya dan Beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
dan
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b. sistem pengelolaan limbah ban berbaya dan
beracun (B3).

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. subsistem pengumpulan; dan
b. subsistem pengolan terpusat.

Subsitem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berupa prasarana dan sarana
pelengkap terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1; dan
b. SWPIV.E pada Blok IV.E.2,

Subsistem pengolan terpusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdiri
atas:

1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;

2. SWPIV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;

3. SWPIV.D pada Blok IV.D.3; dan

4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
b. IPAL komunal industri rumah tangga terdiri atas:

1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
dan

2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.

Sistem pengelolaan limbah ban berbaya dan beracun
(B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.2;
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.3; dan
c. SWPIV.E pada Blok IV.E.2.
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Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
limbah ban berbaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampan

Pasal 24

Rencana jaringan persampan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf f meliputi:

a. stasiun peralin antara (SPA);

b. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R); dan

c. tempat penampungan sementara (TPS).

Stasiun peralin antara (SPA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.E pada Blok
IV.E.2.

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di:

a. SWPIV.C pada Blok IV.C.1; dan
b. SWPIV.D pada Blok IV.D.3.

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2.

Rencana jaringan persampan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran III.LH yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 25

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf g meliputi:

a. jaringan drainase primer;
jaringan drainase sekunder;
jaringan drainase tersier;

bangunan peresapan (kolam retensi); dan

® a0 o

bangunan pelengkap drainase.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP
IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b melintas di SWP IV.A, SWP IV.B,
SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP
IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:

a. SWPIV.C pada Blok IV.C.2;
b. SWPIV.D pada Blok IV.D.1; dan
c. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;
SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

o po g
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(7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam
Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf h meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi,

c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan Gajah Mada melintas di SWP IV.B dan SWP
IV.D;

b. jalan sbullah syari melintas di SWP IV.A, SWP
IV.B, dan SWP IV.D;

c. jalan Kota Bangun melintas di SWP IV.A dan SWP
IV.E;

d. jalan Mummad Sidik melintas di SWP IV.A;

e. jalan Panglima Suta Kanan melintas di SWP IV.A,
SWP IV.D, dan SWP IV.E;

jalan Sri Bangun melintas di SWP IV.A;

g. jalan lokal primer melintas di SWP IV.A, SWP IV.B,
dan SWP IV.D; dan

h. jalan lokal sekunder melintas di SWP IV.A.
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(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. titik kumpul; dan
b. tempat evakuasi sementara.

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a berupa Masjid Al jabbar di SWP IV.A pada Blok
IV.A.3

(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. Lapangan SDN 021 Kota Bangun di SWP IV.E
pada Blok IV.E.1.

b. Lapangan SDN 03 di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;

c. Masjid Al-jamal Kota Bangun di SWP IV.A pada
Blok IV.A.1;

d. Masjid Al-Ukhuwah Kota Bangun di SWP IV.E
pada Blok IV.E.1; dan

e. RTNH Kota Bangun di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdapat di:

a. jalan Mummad Sidik melintas di SWP IV.A;

b. jalan lokal primer melintas di SWP IV.A dan SWP
IV.C; dan

c. jalan lingkungan primer melintas di SWP IV.D.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdapat di:

a. jalan Awang Long melintas di SWP IV.A dan SWP
IV.B;

b. jalan sbullah syari melintas di SWP IV.A; SWP
IV.B, dan SWP IV.D;

c. jalan Kota Bangun melintas di SWP IV.A dan SWP
IV.E;
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d. jalan Panglima Suta Kanan melintas di SWP IV.A,
SWP IV.D, dan SWP IV.E;

jalan Sri Bangun melintas di SWP IV.A;

f. jalan lokal primer melintas di SWP IV.A dan SWP
IV.C; dan

g. jalan lingkungan primer melintas di SWP IV.D.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;

Cc. Zona konservasi dengan kode KS; dan
d

Zona cagar budaya dengan kode CB.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan
luas 140,85 (seratus empat puluh koma delapan lima)
hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat
dengan kode PS.

(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dengan
luas 140,85 (seratus empat puluh koma delapan lima)
hektare terdapat di:

a. SWPIV.B pada Blok IV.B.2;

b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok
IV.C.3;

c. SWPIV.D pada Blok IV.D.1; dan
SWP IV.E pada Blok IV.E.2.
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Paragraf 3
Zona RTH

Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b
dengan luas 16,33 (enam belas koma tiga tiga) hektare
meliputi:

a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
b. Sub-Zona taman keluran dengan kode RTH-4; dan
c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 7,30 (tujuh koma tiga) hektare terdapat di SWP
IV.A pada Blok IV.A.1.

Sub-Zona taman keluran dengan kode RTH-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;

b. SWPIV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;

c. SWPIV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
d. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare terdiri
atas:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
c. SWPIV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.3.
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Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 31

(1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf ¢ dengan luas 110,04
(seratus sepuluh koma nol empat) hektare berupa Sub-
Zona kawasan konservasi perairan dengan kode KPR.

(2) Sub-Zona kawasan konservasi perairan dengan kode
KPR sebagai dimaksud pada ayat (1) dengan luas
110,04 (seratus sepuluh koma nol empat) hektare
terdapat di:

a. SWPIV.B pada Blok IV.B.2; dan

b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok
IV.D.3.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 32

(1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 0,06
(nol koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona agar
budaya dengan kode CB.

(2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB dengan luas
dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berupa
Situs Masjid Kuno Sri Bangun dan Kompleks Makam
Kuno terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 33

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b meliputi:
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Zona pertanian dengan kode P;
Zona perikanan dengan kode IK;

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;

a0 TP

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
Zona pariwisata dengan kode W;
Zona peruman dengan kode R;

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;

@ o

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;

e

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
j-  Zona perkantoran dengan kode KT; dan

k. Zona transportasi dengan kode TR.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 34

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf a dengan luas 3.317,77 (tiga
ribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh tujuh) hektare
meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 2.536,78 (dua ribu lima ratus tiga puluh enam
koma tujuh delapan) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok
IV.A.3;

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
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c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok
IV.C.3;

d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok
IV.D.3; dan

e. SWPIV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 780,99
(tujuh ratus delapan puluh koma sembilan sembilan)
hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
b. SWPIV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3; dan
c. SWPIV.E pada Blok IV.E.2.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 35

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas 93,08
(sembilan puluh tiga koma nol delapan) hektare berupa
Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.

Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
93,08 (sembilan puluh tiga koma nol delapan) hektare
terdapat di:

a. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok
IV.C.3; dan

b. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
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Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 36

(1) Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf ¢ dengan
luas 0,70 (nol koma tujuh) hektare berupa Sub-Zona
pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode
PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
0,70 nol koma tujuh) hektare terdapat di SWP IV.A
pada Blok IV.A.1.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

(1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d
dengan luas 267,94 (dua ratus enam puluh tujuh
koma sembilan empat) hektare berupa Sub-Zona
peruntukan industri dengan kode KPI.

(2) Sub-Zona peruntukan industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
267,94 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan
empat) hektare terdapat di:

a. SWPIV.C pada Blok IV.C.3; dan
b. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
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Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 38

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dengan luas 59,79
(lima puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare
berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 59,79 (lima puluh
sembilan koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:

a. SWPIV.B pada Blok IV.B.1;
b. SWPIV.C pada Blok IV.C.1; dan

c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok
IV.D.3.

Paragraf 6
Zona Peruman

Pasal 39

Zona peruman dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf f dengan luas 1171,85 (seribu
seratus tujuh puluh satu koma delapan lima) hektare
meliputi:

a. Sub-Zona peruman kepadatan tinggi dengan kode

R-2;

b. Sub-Zona peruman kepadatan sedang dengan
kode R-3; dan

c. Sub-Zona peruman kepadatan rendah dengan
kode R-4.

Sub-Zona peruman kepadatan tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas
170,35 (seratus tujuh puluh koma tiga lima) hektare
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2.
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Sub-Zona peruman kepadatan sedang dengan kode R-
3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 460,15 (empat ratus enam puluh empat koma
satu lima) hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok
IV.A.3;

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
c. SWPIV.D pada Blok IV.D.1; dan
d. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

Sub-Zona peruman kepadatan rendah dengan kode R-
4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 541,35 (lima ratus empat puluh satu koma tiga
lima) hektare terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;

c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok
IV.C.3;

d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok
IV.D.3; dan

e. SWPIV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 40

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan
luas 17,93 (tujuh belas koma sembilan tiga) hektare
meliputi:

a. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala
kecamatan dengan kode SPU-2; dan

b. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala keluran
dengan kode SPU-3.
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Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan
dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan luas 14,50 (empat belas koma lima)
hektare terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
b. SWPIV.B pada Blok IV.B.2;

c. SWPIV.D pada Blok IV.D.1; dan

d. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

Sub-Zona sarana pelayanan umum skala keluran
dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas 3,43 (tiga koma empat tiga)
hektare terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;

c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok
IV.D.3; dan

d. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 8
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 41

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h
dengan luas 1,00 (satu) hektare berupa Sub-Zona
ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.

Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,00
(satu) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1
dan SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
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Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 42

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dengan
luas 117,32 (seratus tujuh belas koma tiga dua)
hektare meliputi:

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2; dan

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas 71,25 (tujuh puluh satu koma dua lima)
hektare terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2,
dan Blok IV.A.3.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
seluas 46,07 (empat puluh enam koma nol tujuh)
hektare terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok
IV.A.3;

b. SWPIV.B pada Blok IV.B.1;
SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 43

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf j dengan luas 10,08
(sepuluh koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona
perkantoran dengan kode KT.
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(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,08 (sepuluh
koma nol delapan) hektare terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
c. SWPIV.C pada Blok IV.C.2;
d

SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok
IV.D.3: dan

e. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 44

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf k dengan luas 1,71
(satu koma tujuh satu) hektare berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR.

(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,71 (satu koma
tujuh satu) hektare terdapat di:

a. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan acuan
dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan
rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan
Perkotaan Kota Bangun.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang

Pasal 46

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi
RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
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program perwujudan;
lokasi;
sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

o po TP

waktu dan tapan pelaksanaan.

(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang;
dan

b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdapat di SWP dan/atau Blok.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
Kalimantan Timur;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara; dan/atau

d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(5) Instansi pelaksana program Pemanfaatan Ruang
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terdiri atas:

a. kementerian/lembaga;
perangkat daer;
swasta;

Masyarakat; dan/atau

S

pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e meliputi:
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tap I pada periode tahun 2023-2024;

tap II pada periode tahun 2025-2029;

tap III pada periode tahun 2030-2034;

tap IV pada periode pada tahun 2035-2039; dan
e. tap V pada periode tahun 2040-2042.

oo oo

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e
berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (3) meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lan;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
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e. ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lan

Pasal 50

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:

a. Kklasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
secara terbatas;

c. Kklasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan/atau

d. Kklasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.

(2) Kegiatan dan penggunaan lan yang
diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketegori
kegiatan dan penggunaan lan pada suatu Zona atau
Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan
ruang.

(3) Kegiatan dan penggunaan lan yang bersyarat secara
terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan
penggunaan lan yang dibatasi dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah kegiatan
sesuai dengan standar kebutun berdasarkan
peraturan yang berlaku dan atau pembatasan
jumlah berdasarkan sil kajian lapangan oleh tim
teknis, Bupati dapat menetapkan standar jumlah
berdasarkan sil kajian tim teknis;
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b. klasifikasi T2 berupa pembatasan  jam
operasional;

c. Kklasifikasi T3 berupa pembatasan luas lantai
bangunan dalam 1 (satu) kaveling, sesuai dengan
standar kebutun berdasarkan peraturan yang
berlaku dan atau pembatasan luas lantai
berdasarkan sil kajian lapangan oleh tim teknis,
Bupati dapat menetapkan standar luas lantai
berdasarkan sil kajian tim teknis; dan

d. Kklasifikasi T4 berupa pembatasan luasan kaveling
sesuai dengan standar kebutun berdasarkan
peraturan yang berlaku dan atau pembatasan
luas kavling berdasarkan sil kajian lapangan oleh
tim teknis, Bupati dapat menetapkan standar luas
kavling berdasarkan sil kajian tim teknis suatu
kegiatan di dalam zona.

(4) Kegiatan dan penggunaan lan yang bersyarat tertentu
dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan kegiatan yang dilakukan
berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan
khusus yang ditetapkan oleh Bupati meliputi:

a. klasifikasi B1 berupa kegiatan yang bersyarat
wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yaitu
Amdal/UKL/UPL/ijin lokasi/ijin usa/ijin khusus
RT/RW setempat dan atau wajib memiliki
persetujuan warga yang diketahui pemerintah
daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat
rekomendasi dari instansi pemerintah daerah atau
lembaga atau kementerian terkait;

b. klasifikasi B2 berupa kegiatan yang bersyarat
wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;

c. Kklasifikasi B3 berupa kegiatan yang bersyarat
wajib menyediakan prasarana minimal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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d. Kklasifikasi B4 berupa kegiatan yang bersyarat
sebagai pengembangan penyediaan fasilitas publik
atau peruman untuk Masyarakat Berpengsilan
Rendah yang didanai oleh pemerintah dan atau
swasta.

(5) Kegiatan dan  penggunaan lan yang  tidak
diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan
penggunaan lan yang memiliki sifat tidak sesuai
dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan
dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar
bagi lingkungan di sekitarnya

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a meliputi:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS
berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan

kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi:
1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode
RTH-3;
2. Sub-Zona taman keluran dengan kode RTH-
4; dan

3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

c. Zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-
Zona konservasi dengan kode KS; dan

d. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-
Zona cagar budaya dengan kode CB.
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(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
dan

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona
perikanan budidaya dengan kode IK-2;

c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode
PTL;

d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode
KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan
industri dengan kode KPI;

e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W;

f.  Zona peruman dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona peruman kepadatan tinggi dengan
kode R-2;

2. Sub-Zona peruman kepadatan sedang
dengan kode R-3; dan

3. Sub-Zona peruman kepadatan rendah
dengan kode R-4.

g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
meliputi:
1. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala
kecamatan dengan kode SPU-2; dan

2. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala
keluran dengan kode SPU-3.

h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan
kode RTNH;

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
uﬁ ktronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



47 -

i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3.

j-  Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT; dan

k. Zona Transportasi dengan kode TR berupa Sub-
Zona transportasi dengan kode TR.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
koefisien dasar hijau (KDH) minimal;

luas kaveling minimum; dan

S

koefisien tapak basement (KTB) maksimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf ¢ meliputi:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan

c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas
belakang (JBB) minimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja
yang rus ada pada setiap Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan
prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi
secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54

Ketentuan khusus di kawasan perkotaan Kota Bangun
meliputi:

a. kawasan rawan bencana;

b. tempat evakuasi bencana;

c. kawasan cagar budaya;
kawasan sempadan; dan

e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
Pasal 55

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan  bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a berupa
kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di:

1. SWPIV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
2. SWPIV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3;

3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2;
dan

4. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

b. Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2
terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2

c. Sub-Zona pariwisata dengan kode WP terdapa di:
1. SWPIV.B pada Blok IV.B.1; dan
2. SWPIV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
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d. Sub-Zona peruman kepadatan sedang dengan
kode R-3 terdapat di:

1. SWPIV.B pada Blok IV.B.1; dan
2. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

e. Sub-Zona peruman kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di:

1. SWPIV.B pada Blok IV.B.1;
2. SWPIV.C pada Blok IV.C.1;

3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2;
dan

4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

g. Sub-Zona SPU skala keluran dengan kode SPU-3
terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E. 1.

h. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode
RTNH terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

i.  Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat
di:
1. SWPIV.B pada Blok IV.B.1; dan
2. SWPIV.E pada Blok IV.E.1.

(3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. konstruksi bangunan tan banjir;

b. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi
bencana;

c. penyediaan sistem peringatan dini;

d. pengembangan ruang terbuka hijau;
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e. kegiatan perkebunan dan perikanan
berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang
lan yang ada;

f. kegiatan transportasi yang mendukung
pengembangan sistem evakuasi; dan

g. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan
dengan syarat:

1. menerapkan konstruksi bangunan tan banjir;

2. dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai
atau lebih atau dengan elevasi lantai dasar
bangunan setinggi muka air banjir; dan

3. KDB maksimal dan KDH minimal 50 (lima
puluh) persen.

(4) Ketentuan  khusus kawasan rawan  bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 56

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa
tempat evakuasi sementara.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

b. Sub-Zona SPU skala keluran dengan kode SPU-3
terdapat di:

1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

g 3|5 ... Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
uﬁ ktronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



- 52 -

c. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode
RTNH terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai
tempat evakuasi sementara dengan akses tangga
darurat dan atau akses kendaraan darurat
menuju tempat evakuasi;

b. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan

c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau
lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan
setinggi muka air banjir.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 57

(1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c berupa
Sub-Zona peruman kepadatan rendah dengan kode R-
4 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 yaitu situs
Benteng Awang Long Senopati.

(2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang mengacu
pada peraturan bupati Kutai Kartanegara mengenai
cagar budaya.
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Ketentuan khusus kawasan cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 58

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berupa kawasan
sempadan sungai.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok
IV.D.3.

b. Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2
terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2.

c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan
kode KPI terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di
SWP IV.D pada Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3.

e. Sub-Zona peruman kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di:

1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1;

2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
3. SWPIV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
4

SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan
Blok IV.D.3.

5. SWPIV. E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.2.
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f. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode
RTNH terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-2 terdapat di:

1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWPIV.B pada Blok IV.B.1.

h. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat
di SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

i.  Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat
di:
1. SWPIV.A pada Blok IV.A.1; dan
2. SWPIV.E. pada Blok IV.E.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. tidak diizinkan pengembangan bangunan baik
vertikal maupun horizontal, tetapi diizinkan
pengembangan bentuk bangunan/langgam
bangunan;

b. konstruksi bangunan berupa rumah panggung;
c. bangunan tegak lurus dengan jalan;

bangunan rus memiliki saluran air limbah
individu atau komunal;

e. bangunan rus terhubung dengan jaringan jalan;
bangunan rus memiliki jaringan air bersih;

g. diizinkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk
masyarakat lokal sepanjang tidak merusak fungsi
utama kawasan lindung yang telah mendapatkan
izin dari Kepala Desa;
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h. Untuk bangunan yang diizinkan bersyarat dan
terbatas seperti kegiatan perikanan, sarana dan
prasarana sumber daya air, sarana transportasi,
sarana penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan, pertanan dan keamanan,
diberlakukan ketentuan intensitas bangunan
KDB: 30%, KLB: 0,3, dan KDH: 70%.

i. pengembangan RTH vertikal pada peruman
kepadatan tinggi, sedang, dan rendah;

j- diizinkan pengembangan jaringan sanitasi dengan
syarat yakni sistem jaringan buangan air limbah
menjauhi Sungai dan anak Sungai Makam; dan

k. diizinkan dengan syarat pengembangan kegiatan
perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan
wisata, yaitu:

1. kegiatan tersebut telah disetujui masyarakat
setempat, Kepala Desa/Keluran/Kepala adat,
dan Lembaga pengelola wisata setempat;

2. kegiatan tersebut tidak merusak flora, fauna
endemik;

3. kegiatan tersebut tidak menimbulkan polusi
udara, suara, dan air; dan

4. kegiatan tersebut tidak mengganggu
pergerakan fauna endemik.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 59

(1) Ketetentuan khusus kawasan pertambangan mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf e meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1
terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat
di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan
kode KPI terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

d. Sub-Zona peruman kepadatan rendah dengan
kode R-4 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

a. merupakan potensi kawasan pertambangan
tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

b. kegiatan pertambangan dapat dilakukan di
seluruh kawasan dengan mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dan lokasi yang
diajukan masuk dalam wilayah izin usa
pertambangan.

c. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan pertambangan; dan

2. pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

d. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau
terbatas, meliputi:

1. pengembangan kawasan permukiman; dan

2. kegiatan pertanian dan peternakan sesuai
dengan ketentuan teknis dan peraturan
perundang-undangan.
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e. dilarang kegiatan penambangan yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku; dan

f. diwajibkan melakukan rebilitasi, reklamasi
dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang
sesuai peraturan perundangan.

Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran
XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif
dan disinsentif.

Ketentuan  pemberian insentif dan  disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan
memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta
yang  memberikan  disinsentif @ bagi  kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR
dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Ketentuan pemberian insentif dan  disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang
sesuai dengan RDTR;
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b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang
yang sejalan dengan RDTR.

(4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan
RTDR.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 61

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan
Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas
perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanan,
asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi,
dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Kota Bangun
adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam 1 terjadi peruban lingkungan strategis,
peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kota
Bangun dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam
setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Peruban lingkungan strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. peruban batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang-undang;

c. peruban batas daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; atau

d. peruban kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

(4) Peruban kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaiama dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR Kawasan
Perkotaan Kota Bangun dapat direkomendasikan oleh
forum penatan ruang.

(5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan
kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;
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b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR
Kawasan Perkotaan Kota Bangun dilengkapi dengan
Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin
Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah
dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Kota
Bangun yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan
Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan
dengan Peraturan Bupati ini; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan KKPR.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

& st // Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
% #8 «7 BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
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% EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
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BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 39
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

Desa Muarawls

Desa Muhuran

Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Kota Bangun

Desa Liang Ulu

Desa Kota Bangun Seberang

Desa Kedang Murung

Desa Loleng

Desa Bukit Jering

Desa Sumber Sari

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IRAN |
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NO! HUN ...

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ...

PETA DELINIASI WP

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Mengetanui
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDIDAMANSYAH

( EDI DAMANSYAH )
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042
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Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Kartanegara
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Desa Kota Bangun Seberang
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| Desa Kedang Murung
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Desa Loleng

Desa Eukit Jering

Desa Sumber Sari

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN Il
BUPATI KUTAI

AN
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ...

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

NOMOR ... TAHUN ..

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

/ Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
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Mengetahu
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDIDAMANSYAH

{ EDI DAMANSYAH )




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

Dewa Muturen

Provinsi Kalimantan Timur \
Kabpaten Kutai Kartanegara X

Dess Sumber Sari

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN Il
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOI HUN ...

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ......

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

( EDI DAMANSYAH }
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; BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
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LAMPIRAN III.A

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042
NI~ \\_ Desa Bubit Jering PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
) 4 \ RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
e Ko o o . ;'i;ii“;’“‘f,'.",li“:f,..,
‘,“‘ ) 4 / ‘ L e :
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LAMPIRAN III.B

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
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PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
E PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN IIl. B
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NO! . HUN ...
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ...

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA. 125000
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s

BUPATI KUTAT KARTANEGARA,

Mengetahu
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

( EDI DAKANSYAH |

EDIDAMANSYAH
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LAMPIRAN III.C

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA'
; PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II. C
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

NCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ......

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKAIA 12800
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Mangetanu
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

( EDI DAMANSYAH

EDIDAMANSYAH

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,




LAMPIRAN III.D

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN

—

I‘}mvlpsl Kalimantan Timur
'(i_bupﬂﬂl Kutai Kartanegara
Kecamatan Kota Bangun
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PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN IIl. D
BUPATI KUTAI
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ......

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
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BUPATI KUTAI KARTANEGARA
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LAMPIRAN III.LE

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

" e PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
£ Pl

'ROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN lll. E
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOM UN ...

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ...

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
v

S
A s
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Desa Muhuren

Provinsi Kalimantan Timur
Kabdpaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Kota Bangun
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LAMPIRAN IIL.F

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023,TANGGAL 9 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN il. F
PERATURAN BUPAT| KUTAI KARTANEGARA
NOM UN ...

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ...

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

BKAIA- 128000

KETERANGAN :
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Mangetanu,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

( EDI DAMANSYAH )

PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042
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LAMPIRAN III.G

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023
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LAMPIRAN Iil. G
PERATURAN BUPATI| KUTAI KARTANEGARA
NOM( AHUN ...

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)

KETERANGAN :
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Mangetanu,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

( EDI DAMANSYAH )

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

_ @ PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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LAMPIRAN III.H

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
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LAMPIRAN Il. H
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
\ NOMOR ... TAHUN ...
\ TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
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BUPATI KUTAI KARTANEGARA
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NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

Hotd

s
huﬂx

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDIDAMANSYAH




Desa Muhuraa

LAMPIRAN III.I

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
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PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

" PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
% PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN Il. |
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
ENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN .....

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKAIA: 12800
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LAMPIRAN III.J

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN Iit. J
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOM: UN ...

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN

PETA RENCANA
JARINGAN PRASARANA LAINNYA

BKAIA 12800
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023,TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042
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% PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
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Kecamatan Kota Bangun . PERATURAN BUPAT| KUTAI KARTANEGARA
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RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ......

PETA RENCANA POLA RUANG
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
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RTH P- P- R- R- R- SPU SPU RTN
PS 3 RTH-4 RTH-7 KPR CB 1 3 IK-2 PTL KPI w 2 3 4 2 3 H
OIO PERTANIAN JAGUNG X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X
020 PERTANIAN PADI HIBRIDA X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X
030 PERTANIAN PADI INBRIDA X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X
PERTANIAN
TANAMAN
00 | SEMUSIM PERTANIAN HORTIKULTURA
4 SAYURAN DAUN X X X X X X X X X X X X T4 T4 T4 X X X I I X X
00 PERTANIAN HORTIKULTURA
5 SAYURAN UMBI X X X X X X X X X X X X T4 T4 T4 X X X I I X X
060 PERTANIAN PERTANIAN TANAMAN HIAS X X X X X X X I X X X B1 T4 T4 T4 X X X I I T1 X
TANAMAN HIAS
DAN
00 | PENGEMBANGB | pERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN
7 | 1AKKAN TANAMAN X X X X X X X |1 X X X T1 T4 | T4 | T4 X X X I I T1 X
TANAMAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T
00 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA 1,
? PETERNAKAN BURUNG WALET T1 X X T B1 I I I X X
4
090 JASA PENGOLAHAN LAHAN X X X I X X X X X X
o1 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN
0 BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN X T1 T1 I B1 B1 B1 B1 X X
HAMA DAN GULMA
JASA
PENUNJANG
PERTANIAN DAN
PASCA PANEN
011 JASA PEMANENAN X X X I B1 B1 B1 B1 X X
01 JASA PENYEMPROTAN DAN X x X I B1 B1 B1 B1 X x

PENYERBUKAN MELALUI UDARA
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JASA PENUNJANG PERTANIAN
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

B1

B1

B1

JASA PASCA PANEN

B1

B1

B1

B1

PEMILIHAN BENIH TANAMAN
UNTUK PENGEMBANGBIAKAN

B1

B1

B1

B1

PERIKANAN
TANGKAP

PENANGKAPAN IKAN BERSIRIP DI
PERAIRAN DARAT

T1

T1, T2

B1

B1

B1

PENANGKAPAN/PENGAMBILAN
TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN
DARAT

T1

T1, T2

B1

B1

B1
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

081 INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN T1 X Bl | Bl | BI | X X
DARAT

% 1 EgnffﬁSARAN IKAN AIR TAWAR DI X X B1 | B1 | B1 | x X

o | poRmaNan | R ARG APUNG | T ™ S I T B

02 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI < X X | x | x X X

MEDIA LAINNYA
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JASA SARANA PRODUKSI
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

B1

B1

B1

JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN
AIR TAWAR

B1

B1

B1

JASA PASCA PANEN BUDIDAYA
IKAN AIR TAWAR

B1

B1

B1

PENGEMBANGBIAKAN MAMALIA
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU
TERMASUK DALAM APPENDIKS
CITES

T1

T1, Bl
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

INDUSTRI
PENGGILINGAN
PADI-PADIAN,
TEPUNG DAN
PATI

INDUSTRI PENGGILINGAN DAN
PEMBERSIHAN JAGUNG

INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN
TEPUNG JAGUNG

INDUSTRI PATI BERAS DAN
JAGUNG

INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS
DAN JAGUNG

INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG
DAN BERAS

INDUSTRI
PENGOLAHAN
DAN
PENGAWETAN

INDUSTRI
PENGGARAMAN/PENGERINGAN
IKAN
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IKAN DAN BIOTA
03 | AIR INDUSTRI
5 PENGASAPAN/PEMANGGANGAN X | x | x X X X X X
IKAN
033 INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN X | x | x X X X X X
043 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN X | x | X X X X X X
03 INDUSTRI
5 PERAGIAN/FERMENTASI IKAN X X | X X X X X X
03 INDUSTRI
6 PENDINGINAN/PENGESAN IKAN X X | X X X X X X
INDUSTRI
9| PEMBUATAN INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU Bl [ Bl | Bl | X | X B ’]F312 ™I

KAPAL DAN
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PERAHU
03 INDUSTRI BANGUNAN  LEPAS
s PANTAI DAN BANGUNAN I X X | X X X X X X X
TERAPUNG
03 INDUSTRI PERALATAN, 1 T4
5 PERLENGKAPAN DAN BAGIAN I X X | X X X X X X b1
KAPAL
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL
04 DAN PERAHU UNTUK TUJUAN T1, | TI, T1, T4,
0 WISATA ATAU REKREASI DAN I Bl | Bl | Bl X X Bl | Bl X Bl
OLAHRAGA
04 | KETENAGALIST T1, | T1,
U | RIKAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK Tl X X | x X X Bl | B1 T4 X
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Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T1,

T1,

T1,

T1,

TRANSMISI TENAGA LISTRIK I TLBL | X | X | X | 57 | gy 51 | BI T4 X
T1, | TI1, T1, | T1,

DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK I TLBL | X | X | X | 57 | gy 51 | BI I T1
T1, | TI1, T1, | T1,

PENJUALAN TENAGA LISTRIK T1 T1 T | T Ty | e 8l | BI 1 T1

PEMBANGKIT, TRANSMISI,

DISTRIBUSI DAN PENJUALAN T1, | T1,

TENAGA LISTRIK DALAM SATU T X X x| X X X Bl | Bl I X

KESATUAN USAHA




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PENJUALAN TENAGA LISTRIK T1 X X X X X ’]l;ll’ FIE;II’
DALAM SATU KESATUAN USAHA

PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN T1 T1
PENJUALAN TENAGA LISTRIK T1 X X X X X B 1’ B 1’

DALAM SATU KESATUAN USAHA
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Kegiatan

DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN

Rumah Kepadatan
Tinggi

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

05

TENAGA LISTRIK DALAM SATU X X X X | x T1 T1,B1 | X X X '11;11’ ]T311, '11;11’ ]T311, T1
KESATUAN USAHA
1| T
PENGOPERASIAN INSTALASI 1, T1, | TI,
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK X X X fa | T I X X X X X X Bl | B1 I
4
1| T
PENGOPERASIAN INSTALASI 1, T1, | TI,
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK X X T1 fa | T I X X X X X X Bl | B1 I
4
1| T
AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA 1, T1, | T1, | T1, T1, | TI,
LISTRIK LAINNYA T1 T1 T1 fa | T I Bl Bl | Bl | Bl X X Bl | B1 I
4
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05 PENAMPUNGAN,  PENJERNIHAN T1, | T1, | TI, T1, | T1,
2 DAN PENYALURAN AIR MINUM X I B7 B1 B1 B1 X X B1 B1 T1, T4
05 TREATMENT AIR PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN T1 T1 T1 T1 T1
3 AIR BAKU T1, Bl I B6 B1 B1 B1 X X B1 B1 X
05 AKTIVITAS PENUNJANG T1, T1, T1, T1, T1,
4 TREATMENT AIR X I B5 B1 B1 B1 X X B1 B1 X
05 PENGUMPULAN AIR LIMBAH TI1, T1,
5 TIDAK BERBAHAYA X Bl B4 X X X X X B1 B1 X
TREATMENT AIR
LIMBAH
05 PENGUMPULAN AIR LIMBAH T1, T1,
6 BERBAHAYA X Bl B3 X X X X X B1 B1 X
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

05 TREATMENT DAN PEMBUANGAN T1, | TI,
7 AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA Bl B2 X X X X X Bl | Bl X
05 TREATMENT DAN PEMBUANGAN T1, | TI,
8 AIR LIMBAH BERBAHAYA Bl Bl X X X X X Bl | B1 X
05 E&v};}:&v@gﬁm PENGUMPULAN LIMBAH DAN B1 B1 TL [ TL | TL | X T1, | TI, ™
9 SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Bl | Bl | Bl Bl | Bl
SAMPAH
06 ’]giﬁATMENT TREATMENT DAN PEMBUANGAN | ™
o | PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK Bl Bl X X X X X Bl | BI X

SAMPAH

BERBAHAYA
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06 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH B1 r1pr | T | TLO[TL T | T T1, | T1, X
1 ORGANIK ’ Bl | Bl | Bl | Bl | Bl Bl | Bl
AKTIVITAS
06 11%1\\1/{(}1531881 DI{;N AKTIVITAS ~ REMEDIASI  DAN o1 |71
LAA PENGELOLAAN  LIMBAH  DAN B1 T1 X | x | x X X J ’ X
2 | LIMBAH SAMPAH LAINNYA Bl | Bl
SAMPAH
LAINNYA
036 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN T1, T4 | T1,Bl | I I I X X I I T1, T4
06 KONSTRUKSI GEDUNG T1, | T1, | T1,
4 PERKANTORAN TLT4 | TLBL | gy | gy | Bl | X X I I I
KONSTRUKSI
06 | GEDUNG
5 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI I X X | x | x X X X | x X
06 KONSTRUKSI GEDUNG
p PERBELANJAAN T, T4 | TI,Bl | X | X | X X X I I T1
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06 KONSTRUKSI GEDUNG T1, | T1, | TI,
. KESEHATAN X X X T1, T4 TLBL | 57 | g1 | B1 I I X I I T1, T4 X
06 KONSTRUKSI GEDUNG T1, T1, T1,
s PENDIDIKAN X X X T1, T4 TL,B1 | 57 | 1 | BI I I X I I T1, T4 X
06 KONSTRUKSI GEDUNG T1, | T1, | TI,
9 PENGINAPAN X X X X T1, Bl B1 B1 B1 X X X I I X X
07 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT T1, T1, T1,
0 HIBURAN DAN OLAHRAGA X X X X T1, Bl B1 B1 B1 I I X I I X X
07 T1, T3, T1, | T1, | T1, | T1, | T1,
1 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA T4 X X T1, T4 T1, B1 Bl B1 Bl B1 Bl X 1 1 T1, T4 T1, T4
KONSTRUKSI T T1 T1
07 KONSTRUKSI BANGUNAN  SIPIL 1, T1, TI1, T1, T1, T1, T1, ’ ?
2 JALAN DAN JALAN X T T1 1 T1, B1 Bl Bl Bl Bl Bl Bl B1, B1, 1 I
JALAN RAYA 4 B2 B2




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan
Tinggi

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL T1, | TI,
037 JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY T1, B1 IT T1 T1, B1 ]T;l’ 211’ ]T;l’ '11;11’ ]T311, '11;11’ B1, | B1, T4
OVER, DAN UNDERPASS 4 B2 | B2
07 T T1, | T1, | T1, | T1 T1 T1 T1, | T1,
4 KONSTRUKSI JALAN REL X 1 X TLBL | 57 | 1 | BT | BI BI Bl | BL | BL I
B2 | B2
07 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI T1, | T1, | T1, | T1, | T1,
5 DAN DRAINASE I I TLBL | X X X Bl Bl Bl Bl | B1 X
KONSTRUKSI
JARINGAN
IRIGASI,
KOMUNIKASI
07 | DAN LIMBAH KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL X X X gy | TL | TL | TL | TL, | TL | TL, | TL, | TL X
6 PENGOLAHAN AIR BERSIH ’ Bl | Bl | Bl | Bl Bl Bl Bl | Bl
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KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PRASARANA DAN SARANA SISTEM
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T1,

T1,

T1,

T1,

T1,

PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, X B1 TLBL | X X X Bl Bl Bl Bl | B1 X
CAIR, DAN GAS

KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1,
ELEKTRIKAL X TLT4 | TLBL | gy | g1 | BI | BI Bl Bl Bl | Bl T4
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL

TELEKOMUNIKASI UNTUK T1, B1 T1,T4 | T1,B1 1];11’ ’1;11’ 1];11’ ’]1‘311, 1];11’ ’]1‘311, ’]1‘311, 1];11’ T4
PRASARANA TRANSPORTASI

KONSTRUKSI SENTRAL T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1,
TELEKOMUNIKASI X TLT4 | TLBL | gy | g1 | BI | BI Bl Bl Bl | Bl X
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Sedang
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Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI,
018 KOMUNIKASI, DAN LIMBAH X X T lé ’11‘4’ T1, Bl X X X ’1[;11’ ’IE;ll’ ’1[;11’ ’1[;11’ ’IE;ll’
LAINNYA
08 KONSTRUKSI BANGUNAN T1. Bl x T1, T4, T1. BI T1, | T1, | T1, T1, T1, T1, T1, | T1,
2 PRASARANA SUMBER DAYA AIR ? B1 ’ Bl B1 Bl B1 B1 B1 B1 B1
08 | KONSTRUKSI KONSTRUKSI BANGUNAN T1, T4, T1, T3, X T1. BI X X X x x T1, T1, | T1,
3 BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN B1, B3 B2, B3 ’ B1 B1 B1
SIPIL LAINNYA
08 PENGERUKAN X X X T1, Bl X X X X X X TL | T
4 B1 B1
08 KONSTRUKSI BANGUNAN  SIPIL T1, | T1,
5 MINYAK DAN GAS BUMI X X X X X X X X X X B1 B1
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t (PS) (CB) (PTL) u
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08 KONSTRUKSI BANGUNAN  SIPIL T1, T1, T1, T1, T1, T1,
6 FASILITAS OLAH RAGA X X X X X X X X X X X T1L, Bl B1 B1 B1 I I B1 B1 B1 X X
08 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL T1, | T1, | T1, | T1, | T1, T1, | T1, | T1,
7 LAINNYA YTDL X X X X X X X X T1 X T1, T4 T1, B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 X X
08 | PEMBONGKARA | pPEMBONGKARAN X X X X T1, T3, X X | X X X T1 T1, Bl X X X X X X TL, | T, T2 T1
8 | N DAN T4 Bl | Bl
PENYIAPAN
LAHAN
08 PENYIAPAN LAHAN T1, T4 X X X T1, T3, X X T T1 X T1 T1, B1 X X X X X X T1, T1, T2 T1
9 T4 1 B1 B1
T1 T1 T1
09 T ’ ’ ’ T1, | T1, | T1,
0 INSTALASI INSTALASI LISTRIK X T1 T1 T1 T1 X X 1 T1, T3 I I T1, B1 '1221, 221, '1221, X X Bl Bl Bl I T1
SISTEM
KELISTRIKAN, T1, | T1, | T1,
019 AIR (PIPA), DAN INSTALASI TELEKOMUNIKASI X X X T1 X X X ’{ X X I T1, B1 T2, T2, T2, gll’ ’]gll, ;11’ ;11’ ’gll’ I T1
INSTALASI B1 B1 B1
oo | KONSTRUKSI T TLATL AT b | o, | o1, | TL | TI
2 INSTALASI ELEKTRONIKA X X X X X X X 1 X X I T1, B1 T2, T2, T2, Bl, Bl’ Bl, Bl, Bl’ I T1
B1 Bl B1
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JASA INSTALASIT KONSTRUKSI
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

Ti1,

T1,

039 NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN T1 X T1,B1 | T2, | T2, | T2, EII’ Q{ Talf Talf ]T311’ X T1
UDARA Bl | Bl | B1
T, | 11, | T1
09 INSTALASI SINYAL DAN ; : ol | o, | T, | T | T
4 TELEKOMUNIKASI KERETA API X T1 T1, B1 ]T321 ’}r321 ]T321 Bl | Bl | Bl | BI | BI X X
T, | 11, | T1
09 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU- ; s o, | o, | T,
5 RAMBU JALAN RAYA X T1 TL,BL | T2, | T2, | T2, | g7 | g] | By I I T1 T1
Bl | Bl | B1
09 INSTALASI  PENDINGIN  DAN < < . E % E oo | T, | ' ' .
6 VENTILASI UDARA ; : | Bl | BI | BI
Bl | Bl | BI
PENYELESAIAN T1, | T1, | TI1,
079 KONSTRUKSI giﬁﬁ%’ﬁﬁglgEMMASANGAN KACA X X X T2, |12, | T2, | x | x Talf I 1| T, T2 T1, T2
BANGUNAN Bl | Bl | Bl




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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E
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O
M 2
a2
E]
g
~

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

Ti1,

T1,

09 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, T, | T, TI,

8 PERALATAN SANITER DAN PLAFON X T1 1];21 ’}221 1];21 Bl | B1 Bl T1, T2 T1, T2
T1, | T1, | T1,

%9 PENGECATAN X T1 T2, | T2, | T2, gl’ gl’ 1];11’ T1, T2 T1, T2
Bl | Bl | B1
T1, | T1, | T1,

10 DEKORASI INTERIOR X X 12, |12, [ T2, | Tb | TL T1, T1, T2 T1, T2

0 Bl | B1 Bl
Bl | Bl | B1
T1, | T1, | T1,

10 DEKORASI EKSTERIOR T1, T3, X 12, |12, [ T2, | TL | TL T1, T1, T2 T1, T2

1 T4 Bl | B1 Bl
Bl | B1 | B1

10 PENYELESAIAN KONSTRUKSI T1, T3 TLo| TL | TL | oy TI T1

2 BANGUNAN LAINNYA T4 X T2, | T2, | T2, | gy | gy Bl T1, T2 T1, T2
Bl | Bl | B1

130 REPARASI MOBIL X X X X X ;Il’ g{ X X X

REPARASI DAN
PERAWATAN
140 MOBIL PENCUCIAN DAN SALON MOBIL X X Bl | Bl | Bl gl’ gi X X X




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN,
REPARASI DAN
PERAWATAN
SEPEDA MOTOR
DAN
PERDAGANGAN
SUKU CADANG
DAN
AKSESORISNYA

PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA
MOTOR BARU

PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA
MOTOR BEKAS

PERDAGANGAN ECERAN SUKU
CADANG SEPEDA MOTOR DAN
AKSESORINYA

REPARASI DAN
SEPEDA MOTOR

PERAWATAN

TI,
B1

I,
Bl
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Rumah Kepadatan

Sedang

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

g

<

-

B 8

g k-

- ol

g ¢

5

z
PERDAGANGAN PERDAGANGAN ECERAN
ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG

10 | BERBAGAI UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN

9 MACAM ATAU TEMBAKAU DI
BARANG DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYP

TOKO

ERMARKET

T2,
B1

T2,
B1

T1

T1




ueyeIn[dy ereys
wnur() ueuedle[dd eueies

T2,

B1

uejewreday] ereys
wnui() ueuele[dd eueIes

T2,

B1

qepuay
uejepeday] yewny

Suepoag
uejepeday yewny

133ury,
uejepeday] yewrny

uejersay

BERBAGAI MACAM BARANG YANG
UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN
ATAU TEMBAKAU BUKAN DI

PERDAGANGAN ECERAN

MINIMARKET/SUPERMARKET/HYP

ERMARKET (TRADISIONAL)

uejer3ay] IoOWoN

11
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) 0 eg| 80| 89
E XS xE| B | B
o = SK| g T,
§ o o a8l oS
g g g £ F]
5 |3 |3 8| 24
g |& | | 8@ | g
® ']
PERDAGANGAN ECERAN
BERBAGAI MACAM BARANG YANG
11 UTAMANYA BUKAN MAKANAN, T2 2
1 MINUMAN ATAU TEMBAKAU X X X B 1’ B 1’
(BARANG- BARANG KELONTONG)
BUKAN DI TOSERBA
(DEPARTMENT STORE)
PERDAGANGAN
11 ECERAN PERDAGANGAN ECERAN PADI Bl B1 Bl T2, T2,
2 KHUSUS DAN PALAWIJA B2 B2

MAKANAN,




Nomor Kegiatan

11

11

11

11

11

11

MINUMAN DAN
TEMABAKAU DI
TOKO

Kegiatan
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g
o
3
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O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN BUAH-
BUAHAN

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

PERDAGANGAN ECERAN HASIL
PETERNAKAN

B1

B1

B1

T2,

T2,

PERDAGANGAN ECERAN HASIL
PERIKANAN

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

PERDAGANGAN ECERAN HASIL
PERTANIAN LAINNYA

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

PERDAGANGAN ECERAN
MINUMAN TIDAK BERALKOHOL

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2




Nomor Kegiatan

11

Kegiatan
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g
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3
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O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS
ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

PERDAGANGAN ECERAN BERAS

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

12

PERDAGANGAN ECERAN ROTI,
KUE KERING, SERTA KUE BASAH
DAN SEJENISNYA

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

T1

PERDAGANGAN ECERAN KOPI,
GULA PASIR DAN GULA MERAH

B1

B1

B1

T2,
B2

T2,
B2

T1




ueyeIn[dy ereys
wnur() ueuedle[dd eueies

T1

T2,
B2

T2,
B2

T2,
B2

uejewreday] ereys
wnui() ueuele[dd eueIes

T2,
B2

T2,
B2

T2,
B2

qepuay
uejepeday] yewny

B1

B1

B1

Suepoag
uejepeday yewny

B1

B1

B1

133ury,
uejepeday] yewrny

uejersay

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN TAHU,
TEMPE, TAUCO DAN ONCOM

PERDAGANGAN ECERAN DAGING

DAN IKAN OLAHAN

ECERAN

PERDAGANGAN
MAKANAN LAINNYA

uejer3ay] IoOWoN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PERDAGANGAN
ECERAN
KHUSUS BAHAN
BAKAR
KENDARAAN
BERMOTOR

PERDAGANGAN ECERAN BAHAN
BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR
GAS (BBG), DAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA
PENGISIAN BAHAN BAKAR
TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN
UDARA

B1

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PERDAGANGAN ECERAN BAHAN
BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR
GAS (BBG), DAN LIQUEFIED

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI B1 B1 B1 B1 X X
SARANA PENGISIAN BAHAN

BAKAR TRANSPORTASI DARAT,

LAUT, DAN UDARA

PERDAGANGAN ECERAN MINYAK B1 Bl B1 Bl x x

PELUMAS DI TOKO




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

13

PERDAGANGAN
ECERAN
KHUSUS
PERALATAN
RUMAH TANGGA
LAINNYA DI
TOKO

PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
DARI TEKSTIL

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN
PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
LOGAM UNTUK BAHAN
KONSTRUKSI

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN KACA




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN
GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN
SEJENISNYA DARI TANAH LIAT,
KAPUR, SEMEN ATAU KACA

PERDAGANGAN ECERAN SEMEN,
KAPUR, PASIR DAN BATU

PERDAGANGAN ECERAN BAHAN
KONSTRUKSI DARI PORSELEN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
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o
3
& %
O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN BAHAN

14

KONSTRUKSI DARI KAYU T b T X X
PERDAGANGAN ECERAN  CAT,

PERNIS DAN LAK T1 T T1 X X
PERDAGANGAN ECERAN

BERBAGAI MACAM  MATERIAL X X X X X
BANGUNAN

PERDAGANGAN ECERAN BAHAN

DAN BARANG KONSTRUKSI X X X X X
LAINNYA

PERDAGANGAN ECERAN x x x Bl Bl

FURNITUR




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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O
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a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN
PERALATAN LISTRIK RUMAH

TANGGA DAN PERALATAN T1 T1 T1 X X
PENERANGAN DAN

PERLENGKAPANNYA

PERDAGANGAN ECERAN BARANG

PECAH BELAH DAN T1 T1 T1 Bl Bl

PERLENGKAPAN DAPUR DARI
PLASTIK




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
PECAH BELAH DAN

PERLENGKAPAN DAPUR DARI T T T Bl Bl
BATU ATAU TANAH LIAT

PERDAGANGAN ECERAN BARANG

PECAH BELAH DAN T1 T1 T1 B1 Bl

PERLENGKAPAN DAPUR DARI
KAYU, BAMBU ATAU ROTAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
PECAH BELAH DAN
PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN
DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT,
KAYU, BAMBU ATAU ROTAN

T1

T1

T1

T1,
B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL

T1

T1

T1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN
ECERAN
KHUSUS
BARANG
BUDAYA DAN
REKREASI
KHUSUS DI
TOKO

PERDAGANGAN ECERAN ALAT
TULIS MENULIS DAN GAMBAR

B1

B1

T1, T3

PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS
PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS
ALAT PERMAINAN DAN MAINAN
ANAK-ANAK DI TOKO

B1

B1




Nomor Kegiatan

15

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN KERTAS,
KERTAS KARTON DAN BARANG
DARI KERTAS/KARTON

B1

B1

T1, T3

PERDAGANGAN

PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN

B1

B1

B1

B1

B1

T1, T3

PERDAGANGAN ECERAN SEPATU,
SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA

B1

B1

B1

B1

B1

T1, T3

PERDAGANGAN ECERAN
PELENGKAP PAKAIAN

B1

B1

B1

B1

B1

T1, T3




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
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a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN TAS,
DOMPET, KOPER, RANSEL DAN
SEJENISNYA

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
DAN OBAT FARMASI UNTUK
MANUSIA DI APOTIK

T1, T3

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
DAN OBAT FARMASI UNTUK
MANUSIA BUKAN DI APOTIK

T1, T3




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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3
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O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN OBAT
TRADISIONAL UNTUK MANUSIA

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN
KOSMETIK UNTUK MANUSIA

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
DAN OBAT FARMASI UNTUK
HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI
APOTIK

16

PERDAGANGAN ECERAN OBAT
TRADISIONAL UNTUK HEWAN

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
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3
& %
O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN KACA
MATA

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN JAM

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
PERHIASAN

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN
PERLENGKAPAN PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN
PEMBUNGKUS DARI PLASTIK

B1

B1

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS
BARANG BARU LAINNYA YTDL

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH
TANGGA

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN,
ALAS KAKI DAN PELENGKAP
PAKAIAN BEKAS

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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= g
a2
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g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

17

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BAHAN
KONSTRUKSI DAN SANITASI
BEKAS

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
ANTIK

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
BEKAS LAINNYA

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN IKAN
HIAS

B1

B1

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN PAKAN

TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN Bl | B | Bl | Bl | B1
HEWAN PIARAAN

POTONG/FLORIST S e e B
TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN Bi | B | BI| Bl | BI
PERDAGANGAN ECERAN PUPUK Bl | Bl | Bl | Bl | BI

DAN PEMBERANTAS HAMA
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Nomor Kegiatan

Kegiatan

PERDAGANGAN ECERAN BAHAN
KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR
(MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN
BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
LAINNNYA

B1

-]
g
o
3
& %
O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU,
ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN
SEJENISNYA

B1

B1

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
KERAJINAN DARI LOGAM

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN BARANG
KERAJINAN DARI KERAMIK

B1

B1

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN ALAT
TRANSPORTASI AIR DAN
PERLENGKAPANNYA

B1

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN ALAT-
ALAT PERTANIAN

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN ALAT-
ALAT PERTUKANGAN

B1

B1

B1

19

PERDAGANGAN
ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS
PASAR

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI
PADI DAN PALAWIJA

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI
SAYUR-SAYURAN

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI
HASIL PETERNAKAN

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI
HASIL PERIKANAN

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI
TANAMAN HIAS DAN  HASIL
PERTANIAN LAINNYA

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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o
]
)
x
=
o
g
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g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BERAS

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE
KERING, KUE BASAH DAN
SEJENISNYA

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA
PASIR, GULA  MERAH DAN
SEJENISNYA

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR TAHU,
TEMPE, TAUCO DAN ONCOM

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR DAGING
OLAHAN DAN IKAN OLAHAN

B1

B1

20

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN
TEMBAKAU

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR PAKAN
TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN
PAKAN IKAN

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI
MAKANAN DAN MINUMAN YTDL

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR SEPATU,
SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP
PAKAIAN DAN BENANG

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR FARMASI

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR OBAT
TRADISIONAL

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK

B1

B1

21

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA  DAN LOS PASAR
AROMATIK/PENYEGAR  (MINYAK
ATSIRI)

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
PERHIASAN

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR JAM

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR TAS,
DOMPET, KOPER, RANSEL DAN
SEJENISNYA

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR
PERLENGKAPAN PENGENDARA
SEPEDA MOTOR

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
ELEKTRONIK




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN
PERLENGKAPAN LISTRIK

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
PECAH BELAH DAN
PERLENGKAPAN DAPUR  DARI
PLASTIK/MELAMIN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

22

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG

PECAH BELAH DAN X X X X X
PERLENGKAPAN  DAPUR  DARI

BATU ATAU TANAH LIAT

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI

LIMA DAN LOS PASAR BARANG X X X x x

DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI
KAYU, BAMBU ATAU ROTAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
PECAH BELAH DAN
PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN
DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT,
KAYU, BAMBU ATAU ROTAN

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR ALAT
KEBERSIHAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
LAINNYA

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR KERTAS,
KARTON DAN BARANG DARI
KERTAS

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS
MENULIS DAN GAMBAR

B1

B1




ueyeIn[dy ereys
wnur() ueuedle[dd eueies

B1

uejewreday] ereys
wnui() ueuele[dd eueIes

B1

qepuay
uejepeday] yewny

Suepoag
uejepeday yewny

133ury,
uejepeday] yewrny

uejersay

X

X

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR HASIL
PENCETAKAN DAN PENERBITAN

LIMA DAN LOS PASAR ALAT

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK

uejer3ay] IoOWoN




ueyeIn[dy ereys
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qepuay
uejepeday] yewny

Suepoag
uejepeday yewny

133ury,
uejepeday] yewrny

uejersay

X

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR ALAT

FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN
PERLENGKAPANNYA

LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
TELEKOMUNIKASI

uejer3ay] IoOWoN
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Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN
KERTAS, KARTON, BARANG DARI
KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS,
ALAT GAMBAR, HASIL
PENCETAKAN, PENERBITAN DAN
LAINNYA

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
KERAJINAN

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR MAINAN
ANAK-ANAK

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR HEWAN
HIDUP

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BAHAN
BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK
PELUMAS DAN BAHAN BAKAR
LAINNYA




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH
TANGGA

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN,
ALAS KAKI, PERLENGKAPAN
PAKAIAN DAN BARANG
PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS

PERDAGANGAN ECERAN  KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
BEKAS CAMPURAN

24

PERDAGANGAN ECERAN KAKI
LIMA DAN LOS PASAR BARANG
LAINNYA




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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x
=
o
g
[+

g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERDAGANGAN
ECERAN BUKAN
DI TOKO, KAKI
LIMA DAN LOS
PASAR

PERDAGANGAN ECERAN KELILING
KOMODITI MAKANAN DARI HASIL
PERTANIAN

B1

B1

PERDAGANGAN ECERAN KELILING
KOMODITI MAKANAN, MINUMAN
ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI
PENGOLAHAN

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PERDAGANGAN ECERAN KELILING

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

244 PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA I X X X Bl | B1 X 1 1 X
DAN PERLENGKAPAN DAPUR
04 PERDAGANGAN ECERAN KELILING
S BARANG KERAJINAN, MAINAN I X X X Bl | B1 X 1 1 X
ANAK-ANAK DAN LUKISAN
T1, | T1, | T1, | T1, | T1,
24 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK T1,B1, | BI, | B1, | B1, | B1, | B1, | T1, | T1, | T1, B2 B3
6 PENUMPANG B2,B2 | B2, | B2, | B2, | B2, | B2, Bl Bl | B1 ’
ANGKUTAN B3 | B3 | B3 | B3 | B3
JALAN REL T1, | T1, | T1, | T1, | TI,
24 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK T1,B1, | B1, | B1, | B1, | B1, | B1, | T1, | T1, | T1, B2 B3
7 BARANG B2,B3 | B2, | B2, | B2, | B2, | B2, Bl Bl | Bl ’
B3 | B3 | B3 | B3 | B3




Zona Lindung

Zona Budi Daya

Rua
ng
Caga Pembang L Tebu
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Perlindu os r . Perika kitan - ka Perkant Transpo
Ruang Terbuka Hijau Konser Pertani Peruntu | Pariwis Pelayanan gan dan .
ngan (RTH) vasi Buda an (P) nan Tenaga kan ata (W) Perumahan (R) Umum Non Jasa oran rtasi
Setempa (KS) ya (IK) Listrik Industri (SPU) Hija Skala (K) (KT) (TR)
t (PS) (CB) (PTL) (KPI) u
(RTN
H)
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a A o o
7} 7]
RTH P- P- R- R- R- SPU | SPU RTN
PS 3 RTH-4 RTH-7 KPR CB 1 3 IK-2 PTL KPI w 2 3 4 2 3 H
T1, T1,
24 ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK T1, B1, B1, | BI1, T1, | T1, | T1,
8 LAINNYA X X X X X X X X X X X B2, B3 X X X B2, B2, B1 B1 B1 X B2, B3
B3 B3
T1, | T1,
24 T1, BI, B1, | BI1, T1, | T1, | T1,
9 ANGKUTAN BUS ANGKUTAN BUS PARIWISATA X X X X X X X X X X X B2, B3 X X X B2, B2, Bl Bl Bl X B2, B3
B3 B3
T1, T1,
25 ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM T1, B1, B1, | BI1, T1, | T1, | T1,
0 TRAYEK LAINNYA X X X X X X X X X X X B2, B3 X X X B2, B2, B1 B1 B1 X B2, B3
B3 B3
T1, | T1,
25 ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN T1, B1, B1, | BI1, T1, | T1, | T1,
1 BUS, DALAM TRAYEK X X X X X X X X X X X B2, B3 X X X B2, B2, B1 B1 B1 I B2, B3
B3 B3
25 T1, T1, | T1,
2 ANGKUTAN ANGKUTAN SEWA X X X X X X X X X X X I I I I I I Bl Bl Bl I B2, B3
25 DARAT BUKAN T1, T1, TI,
3 BUS ANGKUTAN OJEK MOTOR X X X X X X X X X X X I I I I I I Bl Bl Bl I B2, B3
25 B1 B1 B1 T1, T1, T1 T1 T1
4 ANGKUTAN DARAT WISATA X X X X X X X X X X X T1, B1 B3, BS) B3, B1, B1, B17 B17 Bl, X B2, B3
B3 B3
25 B1, | Bl, | B1, T1, | T1, | T1,
5 ANGKUTAN SEWA KHUSUS X X X X X X X X X X X I B3 B3 B3 I I Bl Bl Bl I B2, B3
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ANGKUTAN  DARAT  LAINNYA . Bl, | BL, | BL | . T1, | T1, | T1, . B9 B3
UNTUK PENUMPANG B3 | B3 | B3 Bl | Bl | BI ;
T1, | T1,
ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK . . . el | Bl T1, | T1, | T1, . B2 B3
BARANG UMUM g | B1 | Bl | BI ;
B3 | B3
ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK TLVTL o) |1, | T
BARANG KHUSUS I I I L] BL I BL | gy | B | B1 T1 B2, B3
B3 | B3
ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR T1, | T1, | T1,
UNTUK BARANG UMUM I I I I I I Bl | Bl | BI X B2, B3
T1, | T1,
ANGKUTAN JALAN REL T1,B1, | T1, | T1, | T1, | B1, | B1, | T1, | T1, | TL, X B9 B3
PERKOTAAN B2,B3 | Bl | Bl | Bl | B2, | B2, | Bl | Bl | Bl ;
B3 | B3




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

26 T1,B1, | T1, | T1, | T1, | B1, | B1, | T1, | T1, | T1,
) ANGKUTAN JALAN REL WISATA X Bs.83 | Bl | BL | BY | B2, | BO. BI Bl | BI B2, B3
B3 | B3
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU T1, | TI,
226 LINER (TRAYEK TETAP DAN T1 T1, B1 1];13 213 1];13 Bl, | B1, ?311’ ?311’ 1T311’ B2, B3
TERATUR) UNTUK PENUMPANG B3 | B3
ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU . -
26 | DAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU - gl | TL | TL | TL | gy | gy | TL | TL | TL B2 B3
3 | PENYEBERANGA | UNTUK WISATA DAN YBDI ’ B3 | B3 | B3 | o7 | py Bl Bl | B1 ’
N
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU T1, | TI,
246 UNTUK BARANG UMUM T1 T1, B1 ;13 F1F313 ;13 Bl, | B1, ’]r311, ’]r311, ]T311’ B2, B3
DAN/ATAU HEWAN B3 | B3
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Kegiatan
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

26 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU T1, | T1, | T1, T1, | T1, | T1,
5 UNTUK BARANG KHUSUS T1 TLBL | g3 | B3 | B3 1]33;’ ]]33;’ Bl Bl | B1 B2, B3
ANGKUTAN PENYEBERANGAN - -
26 PERINTIS T1, | T1, | T1, ’ |11, | T1, | TI,
6 ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK T1 TLBL | g3 | B3 | B3 ]]33;’ %é’ Bl Bl | B1 B2, B3
BARANG
ANGKUTAN PENYEBERANGAN T1, | TI,
276 UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA T1 T1, B1 ]T313 ’1213 ]T313 B1, | B1, ?311’ ?311’ ]T311’ B2, B3
UNTUK BARANG B3 | B3
ANGKUTAN T1, | TI,
286 UDARA UNTUK gﬁgggﬁéﬁ UDARA  UNTUK X T1, B1 ’]r311, ’1211, ’]r311, Bl, | B1, ’]r311, ’]r311, ]T311’ B2, B3
PENUMPANG B3 | B3
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Ruang Terbuka Hijau Konser Pertani Peruntu | Pariwis Pelayanan gan dan .
ngan Buda nan Tenaga Perumahan (R) Non oran rtasi
(RTH) vasi an (P) kan ata (W) Umum Jasa
Setempa (KS) ya (IK) Listrik Industri (SPU) Hija Skala (K) (KT) (TR)
t (PS) (CB) (PTL) (KPI) u
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RTH P- P- R- R- R- SPU | SPU RTN
PS 3 RTH-4 RTH-7 KPR CB 1 3 IK-2 PTL KPI w 2 3 4 2 3 H
26 ANGKUTAN UDARA UNTUK x X X X X X X X X X X T1. Bl T1, T1, T1, gi’ gi’ T1, T1, T1, x B2. B3
9 WISATA ’ B1 B1 B1 ‘ ¢ B1 B1 B1 ’
B3 B3
27 ANGKUTAN UDARA UNTUK < < < < < < < | x < < < Bl | TL | TL | TL, g g T1, | T1, | T1, < B2 B3
0 PENUMPANG LAINNYA ? B1 B1 B1 B3, B37 B1 B1 B1 ’
ANGKUTAN UDARA NIAGA T1, T1,
217 BERJADWAL DALAM NEGERI X X X X X X X X X X X T1, B1 ’]gll’ gll’ ’]gll’ B1, B1, gll’ gll’ ’I];ll’ X B2, B3
UNTUK KARGO B3 B3
ANGKUTAN
UDARA UNTUK
KARGO
ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK T1, T1,
227 BERJADWAL DALAM NEGERI X X X X X X X X X X X T1, B1 ’]gll’ ’I];‘ll’ ’]gll’ B1, B1, ;11’ ;11’ ’gll’ X B2, B3
UNTUK KARGO B3 B3
PERGUDANGAN
237 DAN IEEE;}I[]{/[]%IXI\L(;QN DAN X X X X X X X X X X I T1, B1 B1 B1 B1 ’1211’ ’]gll’ X ’1211’ ’]gll’ T1, T3 T1, T2
PENYIMPANAN
AKTIVITAS
27 PENUNJANG AKTIVITAS TERMINAL DARAT X X X X X X X X X X X T1, B1 X X X T1, T1, T1, T1, T1, X I
4 ANGKUTAN B1 B1 B1 B1 B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | T1, | TI,
AKTIVITAS STASIUN KERETA API X TLBL | 57 | B1 | BT | BI Bl Bl Bl | B1
AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR T, | T1, | T1, | T1, | TI,
BADAN JALAN (OFF STREET X TLBL | X | X | X | g/ | By BI B1 | BI
PARKING)
AKTIVITAS PENUNJANG T1, | T1, | T1, | T1, | TO1,
ANGKUTAN DARAT LAINNYA X TLBL | X | X | X | gy | Bi B1 Bl | BI1
AKTIVITAS PELAYANAN

T1, | T1, | T1, | T1, | TO1,
KEPELABUHANAN SUNGAI DAN T1 TLBL | X | X | X | 5 | gy BI Bl | BI

DANAU




Nomor Kegiatan

Kegiatan

AKTIVITAS PELAYANAN

Rumah Kepadatan

Tinggi

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

297 KEPELABUHANAN T1 T1,B1 | X X X ?311’ ]T311’ ?311’ ?311’ ]T311’ X I
PENYEBERANGAN
28 AKTIVITAS PELABUHAN T1, | TI, T1, | T1, | T1,

0 PERIKANAN T1 TLBL | X X X Bl Bl Bl Bl | B1 X I
28 AKTIVITAS PENUNJANG T1, | TI, T1, | T1, | T1,

1 ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA T1 TLBL | X X X Bl Bl Bl Bl | B1 X I
28 JASA PENGURUSAN T1,

2 TRANSPORTASI (JPT) T1 T1, Bl I I I X X Bl I I X I
238 AKTIVITAS POS | AKTIVITAS POS X I I I I Bl Bl X I I T1 T1, B2
28 AKTIVITAS KURIR X I I I I Bl Bl X I I T1 T1, B2

4 | AKTIVITAS
28 | KURIR

AKTIVITAS AGEN KURIR X I I I I Bl Bl X I I X T1, B2
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RTH P- P- R- R- R- SPU | SPU RTN
PS 3 RTH-4 RTH-7 KPR CB 1 3 IK-2 PTL KPI w 2 3 4 2 3 H
28 T1, | T1, | T1,
6 HOTEL MELATI X X X X X X X X X X X I Bl B1 Bl X X X
28 T1, | T1, | T1,
7 PONDOK WISATA X X X X X X X X X X X 1 Bl Bl Bl X X X I I X X
28 BUMI PERKEMAHAN,
8 PENYEDIAAN PERSINGGAHAN KARAVAN DAN X T1 X X X X X X X X X 1 X X X X X X I I X X
AKOMODASI TAMAN KARAVAN
JANGKA
PENDEK
28 T1, | T1, | T1,
9 VILA X X X X X X X X X X X 1 Bl Bl Bl X X X I I X X
29 PENYEDIAAN AKOMODASI T1, | T1, | T1, | T1, | T1,
0 JANGKA PENDEK LAINNYA X X X X X X X X X X X I B1 B1 B1 B1 B1 X I I X X
PENYEDIAAN
29 | AKOMODASI PENYEDIAAN AKOMODASI < < < < < < < | x < < < I T1, | T1, | T1, | T1, | T1, < I I < <
1 LAINNYA B1 B1 B1 B1 B1
LAINNYA
29 | RESTORAN DAN T1, T4, T2, T2, T2, T2, T2, T2, T2,
2 PENYEDIAAN RESTORAN X X X X X X X X X X B3 I Bl Bl Bl Bl Bl X Bl Bl T1, T4 T1, T2
29 | MAKANAN T1, T4, T2, | T2, | T2, | T2, | T2,
3 KELILING RUMAH/WARUNG MAKAN X X X X X X X X X X B3 I Bl Bl Bl Bl B1 X T2 T2 T1, T4 T1, T2




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

29 T1, T4, T2, | T2, | T2, | T2, | T2,
" KEDAI MAKANAN X X B3 I Bl | 8. | B | BI BI T | T2 T1, T4 T1, T2
29 PENYEDIAAN MAKANAN T1, T4, T2, | T2, | T2, | T2, | T2,
5 KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP T1 T1 B3 I Bl | Bl | Bl | Bl Bl T2 | T2 T1, T4 T1, T2
29 RESTORAN DAN PENYEDIAAN T1, T4, T2, | T2, | T2, | T2, | T2,
6 MAKANAN KELILING LAINNYA X X B3 I Bl | Bl | Bl | Bl Bl T2 | T2 T1, T4 T1, T2
JASA BOGA
UNTUK SUATU
EVENT
TERTENTU
29 | (CATERING) DAN | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT X X - I TL, | TL | TL | X I I - X
7 | PENYEDIAAN TERTENTU (EVENT CATERING) Bl | Bl | B1
JASA BOGA
UNTUK
PERIODE
TERTENTU
29 | PENYEDIAAN T1, T4, T2, | T2, | T2, | T2, | T2,
s | MINUMAN RUMAH MINUM/KAFE X X B3 T2 Bl | 87 | 81 | BI BI T2 | T2 T1, T4 T1, T2




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

29 T1, T4, T2, | T2, | T2, | T2, | T2,

5 KEDAI MINUMAN X X B3 2 sl | i | 81| Bl | BI T2 | T2 | TI1,T4 T1, T2

30 RUMAH/KEDAI OBAT T1, T4, T2, | T2, | T2, | T2, | T2,

0 TRADISIONAL X X B3 I Bl | Bl | B1 | Bl | BI T2 | T2 TL,T4 X

30 PENYEDIAAN MINUMAN T2, | T2, | T2, | T2, | T2,

1 KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP T1 T1 T T2 Bl | Bl | B1 | Bl | BI T2 | T2 TL,T4 T
AKTIVITAS

30 | TELEKOMUNIKA | AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI

2 | s1 DENGAN | DENGAN KABEL X X I I I I I X X I I I I
KABEL
AKTIVITAS

330 TELEKOMUNIKA ?EEIPY;];{’ZSBEL TELEKOMUNIKASI I I I I I I I X X I I I I
SI TANPA KABEL
AKTIVITAS

30 JASA  PANGGILAN  PREMIUM

4 | TELEKOMUNIKA | ‘peonnin carr) X X I I I I I X X I I I I

SI LAINNYA




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum

Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

JASA KONTEN SMS PREMIUM

JASA INTERNET TELEPONI UNTUK
KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)

JASA PANGGILAN TERKELOLA
(CALLING CARD)

INTERNET SERVICE PROVIDER

T1

JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA

T1

JASA TELEVISI PROTOKOL

INTERNET (IPTV)




Nomor Kegiatan

31

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

JASA INTERKONEKSI INTERNET
(NAP)

JASA MULTIMEDIA LAINNYA

AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI
KHUSUS UNTUK KEPERLUAN
SENDIRI

AKTIVITAS

PEMROGRAMAN
,  KONSULTASI
KOMPUTER DAN

AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI
LAINNYA YTDL

AKTIVITAS PENGEMBANGAN
VIDEO GAME




Nomor Kegiatan

PEMROGRAMAN

Kegiatan
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13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

AKTIVITAS PENGEMBANGAN
APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI
INTERNET (E-COMMERCE)

AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN

PRODUKSI KONTEN MEDIA
IMERSIF
AKTIVITAS PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

AKTIVITAS PEMROGRAMAN
KOMPUTER LAINNYA




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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Rumah Kepadatan

Sedang

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

AKTIVITAS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN JASA KOMPUTER
LAINNYA

AKTIVITAS
PENGOLAHAN
DATA, HOSTING
DAN KEGIATAN
PORTAL WEB

AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA

AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI

PORTAL WEB DAN/ATAU
PLATFORM DIGITAL TANPA
TUJUAN KOMERSIAL




Nomor Kegiatan

]
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by

X
PORTAL WEB DAN/ATAU
PLATFORM DIGITAL DENGAN

TUJUAN KOMERSIAL

-]
S8
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x
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o
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g
13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PERANTARA
MONETER

BANK UMUM KONVENSIONAL

T1, T4,
B3

BANK UMUM SYARIAH

T1, T4,
B3

UNIT USAHA SYARIAH BANK
UMUM

T1, T4,
B3

BANK PERKREDITAN RAKYAT

T1, T4,
B3

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH

T1, T4,
B3




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
S8
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x
=
o
g
[+

g
13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

33

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI T1, T4, X X X x e I
PRIMER (USP KOPERASI PRIMER) B3

KOPERASI SIMPAN PINUAM T1, T4,

SEKUNDER (KSP SEKUNDER) B3 X X X X X 1
UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI T1. T4

SEKUNDER (USP KOPERASI éS ’ X X X X X 1

SEKUNDER)




Nomor Kegiatan

Kegiatan

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER T1é§4’ X X X X X
(KSPPS SEKUNDER)

UNIT SIMPAN PINJAM  DAN

PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI T1, T4, X X X x x
SEKUNDER (USPPS KOPERASI B3

SEKUNDER)




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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x
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13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

AKTIVITAS JASA
33 | KEUANGAN T1, T4,
< | LAINNYA, PERGADAIAN KONVENSIONAL B3 X | x| x X X
BUKAN
ASURANSI,
PENJAMINAN,
DAN DANA
PENSIUN
33 UNIT USAHA SYARIAH T1, T4,
6 PERGADAIAN B3 X x| X X X
33 DANA  PENSIUN  LEMBAGA T1, T4, < | x| x X <
7 KEUANGAN KONVENSIONAL B3
DANA PENSIUN
33 DANA  PENSIUN  LEMBAGA T1, T4,
8 KEUANGAN SYARIAH B3 x| x| X X X
REAL ESTATE
33 | YANG DIMILIKI | REAL ESTAT YANG DIMILIKI X < | x| x X <
9 | SENDIRI ATAU SENDIRI ATAU DISEWA

DISEWA DAN




Nomor Kegiatan

KAWASAN
PARIWISATA
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S8
]
o
]
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x
=
o
g
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g
13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

]

o

-~

8

by

X
PENYEWAAN VENUE
PENYELENGGARAAN AKTIFITAS

MICE DAN EVENT KHUSUS

KAWASAN PARIWISATA

T1,
B1

T1,
B1

KAWASAN INDUSTRI

AKTIVITAS
HUKUM

AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM

AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

AKTIVITAS HUKUM LAINNYA
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AKTIVITAS
ARSITEKTUR
DAN
364 KEINSINYURAN | AKTIVITAS ARSITEKTUR X X X I I I X X
SERTA
KONSULTASI
TEKNIS YBDI
34 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - I I I T1, | TI,
7 ILMU PENGETAHUAN ALAM Bl Bl
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGA
N ILMU
PENGETAHUAN
ALAM DAN ILMU
34 TEKNOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 m
s DAN REKAYASA | [LMU PERTANIAN, PETERNAKAN, T1 T! T1 I I I Bl BI

DAN KEHUTANAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

394 ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN T1 T1 T1 I 1 I 1];11’ ]T311’
TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA
35 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN X X < . I S T N
0 Ei‘l‘\IIELITIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Bl | Bl
PENGEMBANGA
N ILMU
PENGETAHUAN
SOSIAL DAN
35 | HUMANIORA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN X X < I I I T1, | TI,
1 LINGUISTIK DAN SASTRA Bl | Bl




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

35 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN . I LT
2 SEJARAH/CAGAR BUDAYA Bl | Bl
3s PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | ™
3 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN I I U | s/ | Br
HUMANIORA LAINNYA.
345 PERIKLANAN PERIKLANAN I I I X X
3 55 PENELITIAN PENELITIAN PASAR | I ’11;11' 11;11’
PASAR DAN
JAJAK
35 | PENDAPAT JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT I I I Bl | BI
6 | MASYARAKAT
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AKTIVITAS
35 AKTIVITAS DESAIN ALAT
7 DESAIN TRANSPORTASI DAN PERMESINAN X X X X X X X X X X X X X X T1
KHUSUS
35 | AKTIVITAS
3 FOTOGRAFI AKTIVITAS FOTOGRAFI T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 I 1 I B1 B1 T1
35 AKTIVITAS
9 KESEHATAN AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN X X X X I X X I X B1 B1 B1 B1 B1 X
HEWAN
AKTIVITAS
EiﬁYIi}\VI{AéIEJN A AKTIVITAS PENYEWAAN DAN HAK
36 USAHA TANPA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI X X X X X X X X I X X X X X I
0] MOBIL, BUS, TRUK DAN
OPSI BARANG SEJENISNYA
PRIBADI DAN

RUMAH TANGGA




Nomor Kegiatan

Kegiatan

36

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN HAK
GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
ALAT REKREASI DAN OLAH RAGA

T1

T1

T1

T1

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

B1

B1

AKTIVITAS PENYEWAAN KASET
VIDEO, CD, VCD/DVD DAN
SEJENISNYA

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN HAK
GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
BARANG PESTA
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Kegiatan
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN HAK
GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
BARANG KEPERLUAN RUMAH
TANGGA DAN PRIBADI

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN HAK
GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
BARANG HASIL PENCETAKAN DAN
PENERBITAN
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Nomor Kegiatan

Kegiatan
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN HAK

GUNA USAHA

BARANG

KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN

PRIBADI LAINNYA

T1

T1

T1

37

AKTIVITAS
AGEN
PERJALANAN
DAN
PENYELENGGAR
A TUR

AKTIVITAS AGEN
WISATA

PERJALANAN

T1

T1

T1

AKTIVITAS AGEN
IBADAH UMROH
KHUSUS

PERJALANAN
DAN  HAJI

T1

T1

T1

AKTIVITAS AGEN
LAINNYA

PERJALANAN

T1

T1

T1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

AKTIVITAS BIRO PERJALANAN
WISATA

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T1

T1

T1

AKTIVITAS BIRO PERJALANAN
IBADAH UMROH DAN HAJI
KHUSUS

T1

T1

T1

AKTIVITAS BIRO PERJALANAN
LAINNYA

T1

T1

T1

JASA
RESERVASI
LAINNYA DAN
KEGIATAN

JASA INFORMASI PARIWISATA

TI,

T1

T1

T1

JASA INFORMASI DAYA TARIK
WISATA

T1,
T2

T1

T1

T1

JASA PRAMUWISATA

TI,
2

T1

T1

T1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

T1,
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3
& %
O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

8 JASA INTERPRETER WISATA X X S ™|t T x| X

37 AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM

; s X T1 X x | x| x| x| x
AKTIVITAS
KEBERSIHAN

a8 AKTIVITAS KEBERSIHAN

5 BANGUNAN DAN INDUSTRI X X x | x| x| x| x

LAINNYA

AKTIVITAS JASA

3g | PERAWATAN AKTIVITAS ~ PERAWATAN ~ DAN

1 | DAN PEMELIHARAAN TAMAN T T X x| xp x| x
PEMELIHARAAN

TAMAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

ﬁg{}YIiITgTSRASI AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN
38 | KANTOR Dan DOKUMEN  DAN  AKTIVITAS < x| x| «x <
2 KHUSUS PENUNJANG KANTOR
PENUNJANG A
KANTOR
38 | AKTIVITAS CALL
% | CENTRE AKTIVITAS CALL CENTRE x| x| x| x X
JASA
PENYELENGGAR
A PERTEMUAN,
fﬁggﬁ%ﬁ,ml\‘ JASA PENYELENGGARA
38 ; PERTEMUAN, PERJALANAN
4 gz)ﬂ\éﬂ;lb AN | INSENTIF, KONFERENSI DAN T | T | T1| X X
AsA PAMERAN (MICE)
PENYELENGGAR
A EVENT

KHUSUS




Nomor Kegiatan

Kegiatan

JASA PENYELENGGARA EVENT
KHUSUS (SPECIAL EVENT)

T1
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~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T1

T1

T1

ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DAN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN
SOSIAL

ADMINISTRASI PELAYANAN
PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN

ADMINISTRASI PELAYANAN
PEMERINTAH BIDANG
KESEHATAN

ADMINISTRASI PELAYANAN
PEMERINTAH BIDANG
PERUMAHAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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x
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o
g
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13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

ADMINISTRASI PELAYANAN
PEMERINTAH BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

ADMINISTRASI PELAYANAN
PEMERINTAH BIDANG
KEAGAMAAN

39

ADMINISTRASI PELAYANAN
PEMERINTAH BIDANG
KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKRE
ASI/OLAHRAGA




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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S8
]
o
]
)
x
=
o
g
[+

g
13}

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

ADMINISTRASI PELAYANAN
PEMERINTAH BIDANG SOSIAL
LAINNYA BUKAN KESEHATAN,
PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN
KEBUDAYAAN

KEGIATAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANIAN

KEGIATAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN BIDANG
PERINDUSTRIAN




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

KEGIATAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEGIATAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN BIDANG
KONSTRUKSI

KEGIATAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN BIDANG
PERDAGANGAN DAN PARIWISATA




Nomor Kegiatan

Kegiatan

KEGIATAN LEMBAGA

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

389 PEMERINTAHAN BIDANG X X 1 X X X 1 I X
PERHUBUNGAN

39

o PENYEDIAAN KEPOLISIAN T1 T1 1 X X X 1 I T1
LAYANAN
UNTUK

L e —

0 PERTAHANAN PENANGGULANGAN BENCANA T1 X 1 X X X I I X
KEAMANAN DAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
KETERTIBAN

40 PENDIDIKAN MENENGAH

1 PERTAMA/TSANAWIYAH X X T1 X X X I I X
PENDIDIKAN PEMERINTAH
ANAK USIA DINI
DAN DASAR

40 PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH X X T1 X X X I I x

SWASTA




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PENDIDIKAN MENENGAH
PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA

T1
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g
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK PEMERINTAH

T1

TI1,

TI1,

TI1,

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

T1

T1,
B1

T1,
B1

T1,
B1

PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

T1

T,
Bl

T1,
B1

T,
Bl

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEJENIS LAINNYA

T1

T1,
B1

TI1,
B1

T1,
B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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g
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Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

41

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA - T1, | T1, | T1, I I
DINI/PAUD AL-QURAN Bl | Bl | Bl

SATUAN PENDIDIKAN molm |
MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH T1 Bl | B | BI 1 I
FORMAL ULA

SATUAN PENDIDIKAN molm |
MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH T1 Bl | Bl | BI I I
FORMAL WUSTHA

SATUAN PENDIDIKAN - T1, | T1, | T1, I I
KEAGAMAAN ANAK USIA DINI Bl | Bl | Bl
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41 SATUAN PENDIDIKAN
2 KEAGAMAAN DASAR T1 X X X I I
41 SATUAN PENDIDIKAN
3 KEAGAMAAN MENENGAH T1 X X X 1 I
PERTAMA
41 PENDIDIKAN MENENGAH
4 ATAS/ALIYAH PEMERINTAH T1 X X X I I
41 PENDIDIKAN MENENGAH/ALIYAH
5 SWASTA T1 X X X 1 I
PENDIDIKAN
MENENGAH
41 PENDIDIKAN MENENGAH
KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIYAH T1 X X X 1 I

KEJURUAN PEMERINTAH




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PENDIDIKAN MENENGAH
KEJURUAN/ALIYAH KEJURUAN
SWASTA

T1
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x
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o
g
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g
13}

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS

T1

SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PENDIDIKAN MENENGAH
KEJURUAN

T1

SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
ULYA

T1




Nomor Kegiatan

42

Kegiatan

SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN MENENGAH

T1
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= g
a2
E]
g
~

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

JASA
PENDIDIKAN
LAINNYA

JASA PENDIDIKAN OLAH RAGA
DAN REKREASI

T1

PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

T1

T1

PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN

LAINNYA

T1

T1,
B1

T1,
B1

T1,
B1

SATUAN PENDIDIKAN KERJA
SAMA PENDIDIKAN NON FORMAL

T1

T1,
B1

T1,
B1

T1,
B1

PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA

T1

T1,

TI1,

T1,




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
NON FORMAL

T1

Rumah Kepadatan
Tinggi

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

T1,
B1

PENDIDIKAN
LAINNYA

KEAGAMAAN

T1

JASA PENDIDIKAN KOMPUTER
SWASTA

T1

PENDIDIKAN BAHASA SWASTA

T1

TI1,
B1

TI1,
B1

TI1,
B1

PENDIDIKAN BIMBINGAN
BELAJAR DAN KONSELING
SWASTA

T1

T1,
B1

T1,
B1

T1,
B1

PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA

T1

T1,

TI1,

T1,




Zona Lindung

Zona Budi Daya

Rua
ng
Caga Pembang L Tebu d
Perlindu r Perika kitan n EEvEr ka LR Perkant Transpo
ngan Ruang Terbuka Hijau Konser Buda Pertani nan Tenaga Peruntu | Pariwis Perumahan (R) Pelayanan Non gan dan oran rtasi
& (RTH) vasi an (P) & kan ata (W) Umum Jasa
Setempa (KS) ya (IK) Listrik Industri (SPU) Hija Skala (K) (KT) (TR)
t (PS) (CB) (PTL) (KPI) u
(RTN
H)
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RTH P- P- R- R- R- SPU | SPU RTN
PS 3 RTH-4 RTH-7 KPR CB 1 3 IK-2 PTL KPI w 2 3 4 2 3 H
43 PENDIDIKAN KERAJINAN DAN T1, T1, T1,

3 INDUSTRI X X X X X X X X X X X T1 Bl Bl Bl I I X I I X X
443 PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA X X X X X X X X X X X T1 ’I];l’ T]_;’ll’ ’I];l’ I I X I I X X
43 KEGIATAN PENUNJANG T1, T1, T1,

5 PENDIDIKAN X X X X X T1 X X X X X T1 Bl Bl Bl I I X I I X X
43 AKTIVITAS RUMAH SAKIT T1, T1,

6 PEMERINTAH X X X X X X X X X X X I X X X I I X Bl Bl X X
473 AKTIVITAS PUSKESMAS X X X X X X X X X X X 1 X X X I I X ;11’ ’I];ll’ X X
43 AKTIVITAS AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH X X X X X X X X X X X I T1, T1, T1, I I X T1, T1, I X

8 B1 B1 B1 B1 B1

RUMAH SAKIT
43 T1, | T1, | T1, T1, | T1,

9 AKTIVITAS KLINIK SWASTA X X X X X X X X X X I I B2 B2 B2 I I X Bl B1 X X

404 AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA X X X X X X X X X X I I X X X I I X ’]I_;’ll’ ’]gll’ X X




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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O
= g
a2
E]
g
~

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

TI1,

TI1,

TI1,

T1,

T1,

1 AKTIVITAS AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER B1 B1 B1 1 I B1 B1 T1 T1
PRAKTIK
DOKTER DAN
44 | DOKTER GIGI T1, | T1, | T1, T1, | T1,
2 AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI Bl B1 Bl 1 I Bl Bl X X
AKTIVITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG DILAKUKAN
4:'34 OLEH TENAGA KESEHATAN ’IE;II’ 'gll’ ’IE;II’ 1 I ’I[:}ll’ ’IE;ll’ 1 X
SELAIN DOKTER DAN DOKTER
GIGI
AKTIVITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
MANUSIA
LAINNYA
44 AKTIVITAS PELAYANAN T1, | T1, | T1, I I T1, | T1, x x
4 KESEHATAN TRADISIONAL Bl B1 B1 B1 B1
44 AKTIVITAS PELAYANAN T1, | T1, | T1, I I T1, | T1, I T1
5 PENUNJANG KESEHATAN Bl B1 B1 B1 B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS
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a2
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g
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

464 PENGANGKUTAN ORANG SAKIT T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 X X X 1 1 '11'311, I];,ll’ T1
(MEDICAL EVACUATION)
44 AKTIVITAS PANTI ASUHAN T1, TI1, T1,
7 | AKTIVITAS PEMERINTAH X X X X X X X X Bl | Bl | Bl | ! I I I X
SOSIAL DI
DALAM PANTI
44 LAINNYA AKTIVITAS PANTI ASUHAN T1, T1, T1,
3 SWASTA X X X X X X X X Bl Bl Bl I I I I X
44 AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN T1 T1 T1
X X X X X X X X ’ ’ ’ 1 I 1 1 X
9 AKTIVITAS DANA KEISLAMAN B1 B1 B1
SOSIAL TANPA
AKOMODASI
LAINNYA
45 AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN T1, TI1, T1,
0 DANA LAINNYA X X X X X X X X B1 B1 B1 1 I 1 1 S




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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M 2
a2
E]
g
~

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

45 AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH X < X T1, | T1, | T1, . . X
1 TANPA AKOMODASI LAINNYA Bl | Bl | Bl
45 AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA X < X T1, | T1, | T1, . . X
2 AKOMODASI LAINNYA Bl | Bl | Bl
45 T1, T2 E T1, T2 T, | TL
3 AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN B2, B3 B2, B2, B3 Bl | Bl | Bl | T2, | T2, T2
B1, | BI,
B3
T1, T, | T1
45 AKTIVITAS PENUNJANG SENI | T1, T2, T2, T1, T2, B1 | 81| 81| 12 | 12 2. B3
4 | AKTIVITAS PERTUNJUKAN B2, B3 B2, B2, B3 B1, B1, ’
HIBURAN, B3 ’ ’
KESENIAN DAN
KREATIVITAS T1, 1 | 11
45 PELAKU KREATIF SENI | T1,T2, T2, T1, T2, T e I -
5 PERTUNJUKAN B2, B3 B2, B2, B3 ’ ’
B1, | BI,
B3
T1, T1, | T1,
45 PELAKU KREATIF SENI MUSIK T1, T2, T2, T1, T2, Bl | Bl | Bl | T2, | T2, T2
6 B2, B3 Bo B2, B3 s | B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

46

T1
: T, | T1
AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI | T1,T2, | T2, | TI,T2, . :
AR O B X X X Bl | Bl | B1 | T2, | T2, T2, B3
B1, | BI1,
B3
TL, T, | T1
AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA | T1,T2, | T2, | TI,T2, . :
VA O B X T1 X Bl | Bl | B1 | T2 | T2, T2
B1, | BI,
B3
TI,
JURNALIS BERITA INDEPENDEN T1 gg T1 T1 T1 T1 Bl | Bl | Bl | Bl | BI T2
B3
TL, T, | T1
AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN | T1,T2, | T2, | T1,T2, : :
PEKERJA KREATIF LAINNYA B2,B3 | B2, | B2 B3 X X X Bl | Bl | Bl | T2, | T2, T2
> B1, | BI,
TL, T, | T1
AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN T1,T2, | T2, | TI1,T2, ; '
KREATIVITAS LAINNYA B2, B3 | B2, | B2 B3 X X X Bl | Bl | Bl g g T2, B3




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

46 PENINGGALAN SEJARAH/CAGAR TL, | TL, | TL, | g 1
5 BUDAYA YANG DIKELOLA X I T4, | T4, | T4, | o7 B1 X
PEMERINTAH Bl | B1 | Bl
PERPUSTAKAAN
, ARSIP,
46 | MUSEUM DAN T1, | TL,
5 | KEGIATAN WISATA BUDAYA LAINNYA X I Bl | B1 | Bl | T2, | T2, X
KEBUDAYAAN B1 B1
LAINNYA T1, TI1,
46 TAMAN WISATA ALAM T1 I Bl | B1 | Bl | T2, | T2, X
4
Bl Bl
46 AKTIVITAS KAWASAN ALAM T, | TL
T1 I Bl | B1 | Bl | T2, | T2, X
5 LAINNYA
B1 B1
466 FASILITAS LAPANGAN X T1 I I I I I T4
476 FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI X T1 I I I I I T3
AKTIVITAS
OLAHRAGA
46 FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/ X - I I I I I X

FITNESS CENTER




Nomor Kegiatan

Kegiatan

PENGELOLAAN FASILITAS OLAH
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

5 RAGA LAINNYA X X X X T1 I I I I I
407 TAMAN REKREASI X X I X I Bl | Bl | Bl | I I
47 AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU | T1, T2,

1 TAMAN HIBURAN LAINNYA B2, B3 ! ! X ! Bl 1 Bl | Bl 1 !

AKTIVITAS
REKREASI
LAINNYA

47 T1,T2, | TI,

5 WISATA PETUALANGAN ALAM B2, B3 Bo T1, B2 T1, T2 I Bl | Bl | Bl | I I
47 DAYA TARIK WISATA ALAM | TI,T2,

3 LAINNYA B3, BY I I T1, T2 I Bl | Bl | Bl | I I
a7 KOLAM PEMANCINGAN X X X X I Bl | Bl | Bl | I I




Nomor Kegiatan

Zona Lindung

Zona Budi Daya

47

47

47

47

48

48

Rua
ng
Caga Pembang L Tebu
. . . n Sarana Perdagan
Perlindu os r . Perika kitan - ka Perkant Transpo
Ruang Terbuka Hijau Konser Pertani Peruntu | Pariwis Pelayanan gan dan .
ngan Buda nan Tenaga Perumahan (R) Non oran rtasi
(RTH) vasi an (P) kan ata (W) Umum Jasa
Setempa (KS) ya (IK) Listrik Industri (SPU) Hija Skala (K) (KT) (TR)
t (PS) (CB) (PTL) (KPI) u
(RTN
H)
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7} 7]
RTH P- P- R- R- R- SPU | SPU RTN
PS 3 RTH-4 RTH-7 KPR CB 1 3 IK-2 PTL KPI w 2 3 4 2 3 H
DAYA TARIK WISATA T1. T2
BUATAN/BINAAN MANUSIA X X X X %4 ? X X X I X X 1 B1 B1 B1 I I X I I X X
LAINNYA
DERMAGA MARINA X X X X X X X X X X X 1 B1 B1 B1 I I X I I X X
KOLAM PEMANCINGAN X X X X X X X X I X X 1 B1 B1 B1 I I X I I X X
T1, T2,
WISATA MEMANCING B2, B3 X X X X X X X I X X 1 B1 B1 B1 I I X I I X X
T1, T2,
AKTIVITAS WISATA AIR B2, B3 X X X T1, T2 X X X X X X I B1 B1 B1 I I X I I X X
T1, T2,
WISATA TIRTA LAINNYA B2, B3 X X X T1, T2 X X X X X X I B1 B1 B1 I I X I I X X
T1,
T1, T2, T2, T1, T2,
USAHA ARENA PERMAINAN B2, B3 B2, B2, B3 X X X X X X X X I B1 B1 B1 I I X I I X X
B3
T1, T
AKTIVITAS HIBURAN DAN T1, T2, T2, T1, T2, 1, T1, B2,
REKREASI LAINNYA YTDL B2,B3 | B2, B2, B3 X T1, T2 X | X|g B3 X X I Bl | Bl | Bl I I X I I X X
B3 2




Nomor Kegiatan

Kegiatan
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

48 AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS
3 DAN PENGUSAHA X X 1 B1 B1 B1 B1 B1 I I
48 | AKTIVITAS AKTIVITAS ORGANISASI ILMU T1
4 ORGANISASI PENGETAHUAN SOSIAL DAN T2’ X 1 B1 B1 B1 B1 B1 1 1
BISNIS, MASYARAKAT
PENGUSAHA
DAN PROFESI
48 AKTIVITAS ORGANISASI ILMU
5 PENGETAHUAN ALAM DAN X T1 1 B1 B1 B1 B1 B1 1 1
TEKNOLOGI
48 AKTIVITAS
6 ORGANISASI AKTIVITAS ORGANISASI BURUH X X T1 B1 B1 B1 X X B1 B1
BURUH
AKTIVITAS
48 AKTIVITAS ORGANISASI T1,
7 ORGANISASI KEAGAMAAN T X 1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

LAINNYA
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Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

s AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK X T1 Bl | Bl | B1 X X Bl | B1 I X
48 AKTIVITAS ORGANISASI T1,
9 KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL T2 T1 Bl | BL | Bl | Bl | Bl Bl | Bl I X
49 REPARASI  KOMPUTER  DAN
0 | REPARASI PERALATAN SEJENISNYA X I B1 | Bl | Bl X X I I T2 X
KOMPUTER DAN
ALAT
KOMUNIKASI
49 REPARASI PERALATAN
) KOMUNIKASI X I Bl | Bl | B1 X X 1 1 T2 T1
REPARASI
49 | BARANG REPARASI ALAT-ALAT
2 | KEPERLUAN ELEKTRONIK KONSUMEN X I Bl | Bl | Bl X X I I T2 T1

PRIBADI DAN




Nomor Kegiatan

PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA

Kegiatan

REPARASI PERALATAN RUMAH
TANGGA DAN PERALATAN RUMAH
DAN KEBUN

-]
g
o
3
& %
O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

B1

B1

B1

REPARASI FURNITUR DAN
PERLENGKAPAN RUMAH

B1

B1

B1

REPARASI BARANG RUMAH
TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA

B1

B1

B1

49

AKTIVITAS JASA
PERORANGAN
UNTUK
KEBUGARAN
BUKAN
OLAHRAGA

AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT

B1

B1

B1

AKTIVITAS SALON KECANTIKAN

B1

B1

B1

RUMAH PIJAT

T2

B1

B1

B1




Nomor Kegiatan

Kegiatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

A AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA X T2 Bl | Bl |Bl| X | X T2
50 | AKTIVITAS
D | A AKTIVITAS PENATU X I Bl | Bl |Bl| X | X X
50 | AKTIVITAS JASA | )\ prqyitAs  PEMAKAMAN — DAN
0 | PERORANGAN | RKTIVITAS P T1 I X | x| x| x | x X
LAINNYA
AKTIVITAS
o ggg:é‘AfANGGA AKTIVITAS ~RUMAH  TANGGA
SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI X I Bl | Bl |Bl| X | X X

PEMEBRI KERJA
DARI PERSONIL
DOMESTIK

PERSONIL DOMESTIK




Nomor Kegiatan

Kegiatan

-]
g
o
3
& %
O
= g
a2
E]
g
~

Sedang

Rumah Kepadatan

Rumah Kepadatan
Rendah

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum
Skala Kelurahan

AKTIVITAS YANG
MENGHASILKAN
BARANG OLEH
RUMAH TANGGA
YANG
DIGUNAKAN
UNTUK
MEMENUHI
KEBUTUHAN
SENDIRI

AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN
BARANG OLEH RUMAH TANGGA
YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI

B1

B1

B1

AKTIVITAS
MENGHASILKAN
BARANG DARI
RUMAH TANGGA
YANG
DIGUNAKAN
UNTUK
MEMENUHI
KEBUTUHAN
SENDIRI

AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN
JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG
DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN SENDIRI

B1

B1

B1




Keterangan:

T1

T2
T3

T4
B1
B2

B3
B4

: Pembatasan jumlah kegiatan sesuai dengan standar kebutuhan kegiatan sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau pembatasan jumlah berdasarkan hasil kajian

lapangan oleh tim teknis, Bupati dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian tim teknis.

: Pembatasan jam operasional.
: Pembatasan luas lantai bangunan dalam 1 (satu) kaveling, sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau pembatasan luas lantai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh

tim teknis, Bupati dapat menetapkan standar luas lantai berdasarkan hasil kajian tim teknis.

: Pembatasan luasan kaveling sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau pembatasan luas kavling berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis, Bupati dapat

menetapkan standar luas kavling berdasarkan hasil kajian tim teknis suatu kegiatan di dalam zona.

: Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Amdal/UKL/UPL/ijin lokasi/ijin usaha/ijin khusus RT/RW setempat dan atau wajib

memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah atau lembaga atau kementerian terkait.

: Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
: Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
: Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan pengembangan penyediaan fasilitas publik atau perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang didanai oleh pemerintah dan atau swasta.

; / Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
% BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH %




LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN
TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

A.l Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
A.l.1 PPK
Penataan dan
Pengembangan Pusat
1
Pelayanan Kawasan
Perkotaan
a) Penataan dan APBD " Dinas
Pengembangan Kabupaten Pertanahan dan
SWP IV.A Blok . Penataan Ruang
Kawasan Kutai
. IV.A.1 (DPPR)
Pemerintahan Kartanegara, .
Kabupaten Kutai
Swasta
Kartanegara
b) Penyusunan APBD
RTBL Kawasan | SWP IV.A Blok Kabupaten, | * DPPR Kabupaten
Kutai Kutai
Perkantoran Kota | IV.A.1
Kartanegara, Kartanegara
Bangun
Swasta

A.1.2 SPPK

SPPK Desa Kota
Penataan dan Bangun Ilir di APBD
c SWP IV.B Blok Kabupaten = DPPR Kabupaten
Pengembangan Sub . )
1 IV.B.1 Kutai Kutai
Pusat Pelayanan

SPPK Desa Liang Kartanegara, Kartanegara
di SWP IV.E Blok Swasta
IV.E.1

Kawasan Perkotaan

A.1.3 PL Desa
1 Penataan dan

PL Desa Kota

I | | [ | APBD [« DPPR Kabupaten




Pengembangan Pusat

Bangun

Kabupaten

Kutai

Lingkungan Desa Seberang di SWP Kutai Kartanegara
IV.B Blok IV.B.2 Kartanegara,
PL Desa Kedang Swasta
Murung di SWP
IV.C Blok IV.C.2
PL Desa Liang
Ulu di SWP IV.D
Blok IV.D.1
PL Desa
Sangkuliman di
SWP IV.D Blok
IV.D.2
PL Desa Pela di
Blok SWP IV.D
Blok IV.D.3
A.2 Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi
A.2.1 Jalan Umum
APBD Dinas Pekerjaan
. Kabupaten Umum (DPU
1 Pemngkatan kele.ls SWPIV.A KuI‘zai Kabupa(ten K)utai
jalan kolektor primer K
artanegara, Kartanegara
Swasta Swasta
APBD Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan rutin SWP IV.A, SWP Kabupaten Umum (DPU)
2 jalan kolektor primer IV.B, SWPIV.D, Kutai Kabupaten Kutai
dan SWP IV.E Kartanegara, Kartanegara
Swasta Swasta
APBD Dinas Pekerjaan
Peningkatan kelas Kabupaten Umum (DPU)
3 jalan kolektor SWP IV.A Kutai Kabupaten Kutai
sekunder Kartanegara, Kartanegara
Swasta Swasta




APBD

DPU Kabupaten

Pemeliharaan rutin Kabupaten Kutai
4 jalan kolektor SWP IV.A Kutai
Kartanegara
sekunder Kartanegara,
Swasta
Swasta
SWP IV.A, SWP KaﬁEBe[l?cen DPU Kabupaten
5 Pemeliharaan rutin | IV.B, SWP IV.C, Kui’ai Kutai
jalan lokal primer SWP IV.D, dan Kartaneeara Kartanegara
SWP IV.E gara, Swasta
Swasta
APBD
. . SWP IV.A, SWP Kabupaten DPU Kabupaten
Pemeliharaan rutin . Kutai
6 jalan lokal sekunder IV.B, SWP IV.C, Kutai Kartanegara
J dan SWP IV.E Kartanegara, g
Swasta
Swasta
. . SWP IV.A, SWP APBD DPU Kabupaten
Pemeliharaan rutin Kabupaten )
7 jalan lingkungan IV.B, SWPIV.C, Kutai Kutai
imer SWP IV.D, dan Kartaneeara Kartanegara
P SWP IV.E gara, Swasta
Swasta
. . APBD DPU Kabupaten
Pemeliharaan rutin Kabupaten Kutai
8 jalan lingkungan SWP IV.A Kutai
Kartanegara
sekunder Kartanegara,
Swasta
Swasta
A.2.2 Jalan Khusus
Pembangunan jalan Kaﬁszcen DPU Kabupaten
1 & J SWPIV.C pa Kutai
khusus Kutai
Kartanegara
Kartanegara
A.2.3 Terminal Penumpang




Dinas

APBD Perhubungan
Peningkatan Sarana Kabupaten . g
SWP IV.A Blok . (Dishub)
1 dan prasarana Kutai .
. . IV.A.1 Kabupaten Kutai
terminal tipe C Kartanegara,
Kartanegara
Swasta
Swasta
A.2.4 Jembatan
Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Perbaikan dan Alszlji ':l:?r? Rakyat
1 pembangunan SWP IV.E Blok KuI'zai (Kementerian
Jembatan IV.E.1 Kartaneeara PUPR)
Martadipura gara, DPU Kabupaten
Swasta .
Kutai
Kartanegara
Swasta
APBN. APBD Kementerian
Perbaikan dan Kabupaten PUPR
SWP IV.D Blok . DPU Kabupaten
2 Pembangunan IV.D.1 Kutai Kutai
Jembatan Pela o Kartanegara,
Kartanegara
Swasta
Swasta
Kementerian
Studi dan | SWP IV.A, SWP AIEaBbI\L, Aaifr? PUPR
3 perencanaan IV.B, SWP IV.C, Kulic)ai DPU Kabupaten
pengembangan SWP IV.D, dan Kartaneoara Kutai
jembatan SWP IV.E gara, Kartanegara
Swasta
Swasta
A.2.5 Halte
1 Pembaneunan halte SWP IV.A Blok APBD Dishub
gu IV.A1, Blok Kabupaten Kabupaten Kutai




IV.A.2, dan Blok Kutai Kartanegara
IV.A.3 Kartanegara, Swasta
SWP IV.B Blok Swasta
IV.B.1
SWP IV.C Blok
IV.C.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1
A.2.6 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Kementerian
APBN, APBD Perhubungan
Perencanaan FS dan Provinsi (Kemenhub)
DED rel KA (Koridor SWP IV.A, SWP Kalimantan Dishub Provinsi
1 Samarinda- IV.B, dan SWP Timur, APBD Kalimantan
Tenggarong-Kota Iv.C Kabupaten Timur
Bangun) Kutai Dishub
Kartanegara Kabupaten Kutai
Kartanegara
A.2.7 Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
Pengembangan dan
emeliharaan alur- APBD .
pela aran kelas III SWP 1V.B, SWP Kabupaten Dishub .
1 pelay IV.C, dan SWP pa Kabupaten Kutai
(Alur Pelayaran IV.D Kutai Kartaneeara
Muara Muntai - ) Kartanegara g
Anggana)
A.2.8 Pelabuhan Sungai dan Danau
Penataan kawasan
Pelabuhan Sungai SWP IVA Blok Kaﬁzgzcen Dishub '
1 dan Danau . Kabupaten Kutai
IV.A.1 Kutai
Pengumpan Kota Kartanegara
Kartanegara
Bangun
5 Pemeliharaan rutin | SWP IV.C Blok _ APBD Dishub
dan Peningkatan IV.C.2 Kabupaten Kabupaten Kutai




kualitas Pelabuhan

Kutai

Kartanegara

Sungai dan Danau Kartanegara, Swasta
Pengumpan Rimba Swasta
Ayu
Pengembangan dan APBD .
pemeliharaan Kabupaten Dishub
Pelabuhan Sungai SWP IV.D pada pa Kabupaten Kutai
3 Kutai
dan Danau Blok IV.D.3 Kartanegara
Kartanegara,
Pengumpan Dermaga Swasta
A Swasta
Pariwisata Pela
A.2.9 Terminal Khusus
Peningkatan sarana Kaﬁszien Dishub
g SWP IV.E Blok pa Kabupaten Kutai
1 dan prasarana Kutai
. IV.E.1 Kartanegara
terminal khusus Kartanegara,
Swasta
Swasta
A.2.10 | Pelabuhan Perikanan
Pemeliharaan rutin KaﬁEBBcen Dishub
dan peningkatan SWP IV.E Blok pal Kabupaten Kutai
1 : Kutai
kualitas pangkalan IV.E.1 Kartanegara
X Kartanegara,
pendaratan ikan Swasta
Swasta
A.3 Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana
A.3.1 Rencana Jaringan Energi
SWP IV.A, SWP PT. Perusahaan
1 Ej;?;:ﬂgiqarin an | IV:B, SWP IV.C, AP?nl;It/)faur:;aner Listrik Negara (PLN)
ener i/If{eliSJtrikal%l SwWp_IV.D, dan lgin any sah Area Kabupaten
g SWP IV.E yang Kutai Kartanegara
A.3.1.1 | Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung
L [peowgaan | swervamio A b [Pt
Kapasitas PLTD IV.A.1 1p' Y P
ain yang sah | Kartanegara
2a Perencanaan Lokasi SWP IV.C Blok APBN/sumber | = PT. PLN Area




PLTS IV.C.3 pembiayaan Kabupaten Kutai
SWP IV.D Blok lain yang sah Kartanegara
IV.D.2 dan Blok = Swasta
IV.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1
SWP IV.C Blok
IV.C.3
SWP 1V.D Blok APBN/sumber | gi)iu:t‘;e;u ca
2b Pembangunan PLTS IV.D.2 dan Blok pembiayaan K P
. artanegara
IV.D.3 lain yang sah | Swasta
SWP IV.E Blok
IV.E.1
A.3.1.2 | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
Pemeliharaan dan SWP IV.A dan
Peningkatan instalasi | SWP IV.C APBN/sumber | PT. PLN Area
1 saluran udara pembiayaan | Kabupaten Kutai
tegangan tinggi lain yang sah | Kartanegara
(SUTT)
A.3.1.3 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Pemeliharaan dan SWP IV.A, SWP
Peningkatan instalasi | IV.B, SWP IV.D, APBN/sumber | PT. PLN Area
1 saluran udara dan SWPIV. E pembiayaan | Kabupaten Kutai
tegangan menengah lain yang sah | Kartanegara
(SUTM)
Pembangunan SWP IV.A, SWP APBN/sumber | PT. PLN Area
2 saluran distribusi IV.B, dan SWP pembiayaan | Kabupaten Kutai
lainnya IV.C lain yang sah | Kartanegara
A.3.1.4 | Gardu Listrik
Pemeliharaan dan SWP IV.A Blok APBN/ §umber PT. PLN Area .
1 pengembangan gardu pembiayaan | Kabupaten Kutai
: IV.A1 )
induk lain yang sah | Kartanegara
2 Pembangunan gardu | SWP IV.A Blok APBN/sumber | PT. PLN Area




distribusi IV.A.1 dan Blok pembiayaan | Kabupaten Kutai
IV.A.2 lain yang sah | Kartanegara
SWP IV.C Blok
IV.C.1
A.3.2 Rencana Jaringan Telekomunikasi
A.3.2.1 | Jaringan Tetap
SWPIV.A, SWP APBN/sumber
la Pembangunan IV.B, SWPIV.C, embiavaan | PT. Telkom
jaringan serat optik SWP IV.D, dan lzin any sah )
SWP IV.E yang
BUMN, APBD | = Dinas
Peningkatan kualitas | SWP IV.A, SWP Kabupaten Komunikasi dan
. Kutai Informatika
dan pemeliharaan IV.B, SWPIV.C, . .
1b LT Kartanegara / (Diskominfo)
rutin jaringan serat SWP IV.D, dan o .
. Provinsi Kabupaten Kutai
optik SWP IV.E .
Kalimantan Kartanegara
Timur = PT. Telkom
BUMN, APBD | = Dinas
SWP IV.A Blok Kabupajcen Komunlk.am dan
Kutai Informatika
9 Pembangunan sentral | IV.A.1 Kartanegara / (Diskominfo)
telepon otomat (STO) | SWP IV.C Blok gal .
IV.C.1 Provinsi Kabupaten Kutai
o Kalimantan Kartanegara
Timur = PT. Telkom
A.3.2.2 | Jaringan Bergerak
SWP IV.A Blok
IV.A.1
Peningkatan kualitas SWP IV.B Blok APBN/sumber
1 dan pemeliharaan IV.B.1 embiayaan | PT. Telkom
rutianTS SWP IV.C Blok lgin any sah '
IV.C.3 yang
SWP IV.D Blok
IV.D.1




SWP IV.E Blok
IVE.1

A.3.3 Rencana Jaringan Sumber Daya Air
A.3.3.1 | Sistem Jaringan Irigasi
Peningkatan kualitas | SWP IV.B, SWP APBD DPU Kabupaten
jaringan irigasi IV.D, dan SWP Kabupaten Kutai
1 primer IV.E Kutai Kartanegara
Kartanegara, Kementerian
APBN PUPR
Peningkatan kualitas | SWP IV.B, SWP APBD DPU Kabupaten
9 jaringan irigasi IV.D, dan SWP Kabupaten Kutai
sekunder IV.E Kutai Kartanegara
Kartanegara
A.3.3.2 | Sistem Pengendalian Banjir
SWP IV.A Blok APBD DPU Kabupaten
IV.A.1 Kabupaten Kutai
SWP IV.C Blok Kutai Kartanegara
Penyusunan FS dan IvV.C.1 Kartanegara, Kementerian
la DED bangunan SWP IV.D Blok APBN PUPR
pengendalian banjir IV.D.2 dan Blok
IV.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1
SWP IV.A Blok APBD DPU Kabupaten
Pembangunan IV.A.1 Kabupaten Kutai
1b bangunan SWP IV.C Blok Kutai Kartanegara
pengendalian banjir IV.C.1 Kartanegara, Kementerian
SWP IV.D Blok APBN PUPR




IV.D.2 dan Blok
IV.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1
A.3.3.3 | Bangunan Sumber Daya Air
SWP IV.A Blok APBD DPU Kabupaten
Pembangunan dan IV.A1 Kabupaten Kutai
1 pemeliharaan SWP IV.B Blok Kutai Kartanegara
bangunan sumber IV.B.2 Kartanegara, Kementerian
daya air SWP IV.E Blok APBN PUPR
IV.E.1
A.3.4 Rencana Jaringan Air Minum
DPU Kabupaten
Kutai
Penyusunan SWPIV.A, SWP APBD Efggall:’ré;gfsia;laan
yu IV.B, SWP IV.C, Kabupaten :
1 masterplan dan DED . Daerah Air
.. . . SWP IV.D, dan Kutai .
jaringan air minum Minum (PDAM)
SWP IV.E Kartanegara .
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Swasta
A.3.4.1 | Jaringan Perpipaan
A.3.4.1.1 | Unit Air Baku
APBD DPU Kabupaten
Pembangunan SWP IV.B Blok Kabupaten UPT PDAM
. IV.B.2 . .
1 bangunan pengambil Kutai Kabupaten Kutai
. SWP IV.D Blok
air baku Kartanegara, Kartanegara
IV.D.2
Swasta Swasta
A.3.4.1.2 | Unit Produksi
. SWP IV.A Blok APBD DPU Kabupaten
Peningkatan dan .
1 embangunan IV.A.1 Kabupaten Kutai
gls talasi produksi SWP IV.B Blok Kutai Kartanegara
p IV.B.2 Kartanegara UPT PDAM




SWP IV.C Blok Kabupaten Kutai
IV.C.3 Kartanegara
SWP IV.D Blok Swasta
IV.D.2
A.3.4.1.3 | Unit Distribusi
Peningkatan, DPU .Kabupaten
pemeliharaan rutin APBD Kutai
SWP IV.A, SWP Kartanegara
1 dan pemlzlangubnan IV.B. SWP IV.C Kabupaten UPT PDAM
jaringan distribusi T 7 Kutai .
J . dan SWP IV.D Kabupaten Kutai
pembagi Kartanegara Kartanegara
Swasta
A.3.4.1.4 | Unit Pelayanan
SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok
IV.A.3
SWP IV.B Blok DPU Kabupaten
IV.B.1 dan Blok Kutai
Pembangunan hidran IV.B.2 KaﬁzBBLen Kartanegara
1 su SWP IV.C Blok pa UPT PDAM
kebakaran Kutai .
IV.C.2 Kartaneeara Kabupaten Kutai
SWP IV.D Blok g Kartanegara
IV.D.1 dan Blok Swasta
IV.D.2
SWP IV.E Blok
IV.E.1
A.3.4.2 | Bukan Jaringan Perpipaan
A.3.4.2.1 | Bak Penampungan Air Hujan
APBD DPU Kabupaten
Pembangunan bak IS\YV plf iV'A Blok Kabupaten Kutai
1 penampungan air SWP IV.E Blok Kutai Kartanegara
hujan IVE.1 Kartanegara, UPT PDAM ‘
Swasta Kabupaten Kutai




Kartanegara
Swasta

A.3.5 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
A.3.5.1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
A.3.5.1.1 | Subsistem Pengumpulan
SWP IV.A Blok
Pengembangan dan VA 1
1 gerrrllehkllagalj: sarana | own v E Blok
an peleng<ap IV.E.2
A.3.5.1.2 | Subsistem Pengolahan Terpusat
SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok
IV.A.2
SWP IV.B Blok
Penyusunan FS dan | 1y g 1 4o Blok APBD DPU Kabupaten
DED IPAL skala Kabupaten )
la Kawasan IV.B.2 Kutai Kutai
. SWP IV.D Blok Kartanegara
tertentu/permukiman IV.D.3 Kartanegara
SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2
SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok
IV.A.2
SWP IV.B Blok
Pembangunan IPAL IV.B.1 dan Blok APBD DPU .Kabupaten
Kabupaten Kutai
1b skala kawasan IV.B.2 Kutai Kartaneeara
tertentu/permukiman | SWP IV.D Blok g
Kartanegara
IV.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2
1c Penyusunan FS dan SWP IV.A Blok APBD DPU Kabupaten




DED IPAL komunal IV.A.1 dan Blok Kabupaten Kutai
industri rumah IV.A.3 Kutai Kartanegara
tangga SWP IV.E Blok Kartanegara, Swasta
IV.E.1 dan Blok Swasta
IV.E.2
SWPIV.A Blok APBD DPU Kabupaten
IV.A.1 dan Blok :
Pembangunan IPAL Kabupaten Kutai
. . IV.A.3 :
2 komunal industri Kutai Kartanegara
rumah tangga SWP IV.E Blok Kartanegar Swasta
an tangs IV.E.1 dan Blok Somara, was
IV.E.2
A.3.5.2 | Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
DPU Kabupaten
Kutai
SWP IV.A Blok Kartanegara
Penyusunan FS dan Dinas
DED sist IV.A.2 APBD Linok
sistem. SWP IV.C Blok Kabupaten mhgrungan
la pengelolaan limbah . Hidup dan
IV.C.3 Kutai
bahan berbahaya dan Kehutanan
SWP IV.E Blok Kartanegara
beracun (B3) IV.E.2 (DLHK)
" Kabupaten Kutai
Kartanegara
Swasta
SWP IV.A Blok EigiKabuPaten
Pembangunan sistem | IV.A.2 APBD Kartaneoara
pengelolaan limbah SWP IV.C Blok Kabupaten g
1b . DLHK
bahan berbahaya dan | IV.C.3 Kutai Kabupaten Kutai
beracun (B3) SWP IV.E Blok Kartanegara P
Kartanegara
IV.E.2
Swasta
A.3.6 Rencana Jaringan Pengelolaan Persampahan
A.3.6.1 | Stasiun Peralihan Antara (SPA)
la Penyusunan FS dan | SWP IV.E Blok | | | | | | | APBD DPU Kabupaten




DED stasiun IV.E.2 Kabupaten Kutai
peralihan antara Kutai Kartanegara
(SPA) Kartanegara,
Swasta
APBD
Pemjbangunap SWP IV.E Blok Kabupa.ten DPU .Kabupaten
1b stasiun peralihan IV.E.2 Kutai Kutai
antara (SPA) o Kartanegara, Kartanegara
Swasta
A.3.6.2 | Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Penyusunan FS dan APBD
DED tempat IS\>N Cl:) iV.C Blolk Kabupaten DPU Kabupaten
la pengelolaan sampah S Kutai Kutai
SWP IV.D Blok
reuse, reduce, recycle IV.D.3 Kartanegara, Kartanegara
(TPS3R) T Swasta
APBD
Pembangunan tempat | SWP IV.C Blok DPU Kabupaten
Kabupaten .
1b pengelolaan sampah IV.C.1 Kutai Kutai
reuse, reduce, recycle | SWP IV.D Blok Kartaneeara Kartanegara
(TPS3R) IV.D.3 gara, Swasta
Swasta
A.3.6.3 | Tempat Pengelolaan Sementara (TPS)
APBD
FS dan DED Tempat SWP IV.A Blok Kabupaten DPU Kabupaten
la Penampungan IV.A.1 dan Blok Kutai Kutai
Sementara (TPS) IV.A2 Kartanegara, Kartanegara
Swasta
APBD
pembangunan SWP IV.A Blok Kabupaten pr Kabupaten
1b p IV.A.1 Blok Kutai
Penampungan Kartanegara
IV.A.2 Kartanegara,
Sementara (TPS) Swasta
Swasta
A.3.7 Rencana Jaringan Drainase
1 Masterplandan DED [ SWPIVA, swP [ [ [ [ [ [ ] | APBD | = DPU Kabupaten




Jaringan Drainase IV.B, SWPIV.C, Kabupaten Kutai
SWP IV.D, dan Kutai Kartanegara
SWP IV E Kartanegara, Swasta
Swasta
A.3.7.1 | Jaringan Drainase Primer
Pengembangan Kementerian
drainase primer SWP IV.A, SWP Alsfbl\fl,pAalz?nD PUPR
la dengan IV.B, SWP IV.C, Kutai DPU Kabupaten
memanfaatkan SWP IV.D, dan Kartanegara Kutai
potensi jaringan SWPIVE ’ Kartanegara
. Swasta
sungai Swasta
Kementerian
Normalisasi dan SWP IV.A, SWP AIEfbl\llipAal:an PUPR
1b revitalisasi aliran IV.B, SWPIV.C, Kutai DPU Kabupaten
sungai dan saluran SWP IV.D, dan Kartanegara Kutai
drainase SWPIV E ’ Kartanegara
Swasta
Swasta
A.3.7.2 | Jaringan Drainase Sekunder
Pengembangan
jaringan drainase SWP IV.A, SWP APBD DPU Kabupaten
la sekunder mengikuti IV.B, SWP IV.C, Kabupaten Kutai
pola jaringan jalan SWP IV.D, dan Kutai Kartanegara
existing dan jalan SWP IV E Kartanegara Swasta
yang dikembangkan
Kementerian
Normalisasi dan SWPIV.A, SWP Allgfbl\ll,{pgl‘:c)?n[) PUPR
1 . IV.B, SWP IV.C, . DPU Kabupaten
1b revitalisasi saluran Kutai )
drainase SWPIV.D, dan Kartanegara Kutai
SWP IV E ’ Kartanegara
Swasta
Swasta
A.3.7.3 | Jaringan Drainase Tersier
la Peningkatan kualitas | SWP IV.A, SWP - APBD DPU Kabupaten
dan pemeliharaan IV.B, SWP IV.C, Kabupaten Kutai




rutin jaringan SWP IV.D, dan Kutai Kartanegara
drainase tersier SWPIV E Kartanegara, Swasta
Swasta
Kementerian
APBN, APBD
Normalisasi dan SWPIV.A, SWP Kabu,paten PUPR
D IV.B, SWPIV.C, . DPU Kabupaten
1b revitalisasi saluran Kutai .
drainase SWP IV.D, dan Kartanegara Kutai
SWP IV E ’ Kartanegara
Swasta
Swasta
A.3.7.4 | Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
SWP IV.C Blok
Iv.C.2 APBD DPU Kabupaten
1 Pembangunan kolam | SWP IV.D Blok Kabupaten Kutai
retensi IV.D.1 Kutai Kartanegara
SWP IV.E Blok Kartanegara Swasta
IV.E.1
A.3.7.5 | Bangunan Pelengkap Drainase
SWP IV.A Blok
IV.A.1 SWPIV.B
Blok IV.B.1
Pembangunan SWP IV.C Blok APBD DPU .Kabupaten
Kabupaten Kutai
1 Bangunan Pelengkap | IV.C.2 Kutai Kartaneoara
Drainase SWP IV.D Blok g
Kartanegara Swasta
IV.D.1
SWP IV.E Blok
IV.E.1
A.3.8 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
A.3.8.1 | Jalur Evakuasi Bencana
APBD DPU Kabupaten
Pengembangan jalur SWP IV.A, SWP Kabupa.ten Kutai
la evakuasi bencana IV.B, SWPIV.D, Kutai Kartanegara
dan SWPIV E Kartanegara, Badan
Swasta Penanggulangan




Bencana Daerah
(BPBD)
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Swasta

DPU Kabupaten

APBD Kutai
Penyediaan jalur dan | SWPIV.A, SWP Kabupaten Kartanegara
1b rambu informasi IV.B, SWP IV.D, Kutai BPBD Kabupaten
evakuasi bencana dan SWPIV E Kartanegara, Kutai
Swasta Kartanegara
Swasta
A.3.8.2 | Tempat Evakuasi
APBD DPU .Kabupaten
Kabupaten Kutai
1 Penataan lokasi titik SWP IV.A Blok Kutai Kartanegara
kumpul IV.A.3 BPBD Kabupaten
Kartanegara, .
Kutai
Swasta
Kartanegara
DPU Kabupaten
SWP IV.A Blok APBD Kutai
Kabupaten
9 Pembangunan tempat | IV.A.1 Kutai Kartanegara
evakuasi sementara SWP IV.E Blok BPBD Kabupaten
Kartanegara, .
IV.E.1 Kutai
Swasta
Kartanegara
A.3.8.3 | Jalur Sepeda
APBD
Pembangunan marka | SWPIV.A, SWP Kabupaten DPU ‘Kabupaten
. . . Kutai
1 jalur pesepeda di IV.C, dan SWP Kutai Kartaneeara
desa wisata IV.D Kartanegara, g
Swasta
9 Pembangunan jalur SWP IV.C dan APBD DPU Kabupaten
pesepeda sepanjang SWP IV.D Kabupaten Kutai




obyek wisata Kutai Kartanegara
Kartanegara,
Swasta
A.3.8.4 | Jaringan Pejalan Kaki
APBD
SWP IV.A, SWP Kabupaten DPU Kabupaten
1 Penyediaan jaringan IV.B, SWPIV.C, Kutai Kutai
pejalan kaki SWP IV.D, SWP Kartanegara
IVE Kartanegara,
Swasta
B Perwujudan Rencana Pola Ruang
B.1 Perwujudan Zona Lindung
B.1.1 Perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
Dinas Pertanian
dan Peternakan
SWP IV.B Blok Kabupaten Kutai
IV.B.2 APBN, APBD Kartanegara
SWP IV.C Blok Provinsi DLHK
Penetapan aturan IV.C.1, Blok Kalimantan Kabupaten Kutai
la garis sempadan IV.C.2, dan Blok Timur, APBD Kartanegara
sungai IV.C.3 Kabupaten Badan
SWP IV.D Blok Kutai Perencanaan
IVv.D.1 Kartanegara, Pembangunan
SWP IV.E Blok Swasta Daerah
IV.E.2 (Bappeda)
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Perlindungan, SWP IV.B Blok APBN, APBD Dinas Pertanian
pemeliharaan, IV.B.2 Provinsi dan Peternakan
pelestarian, SWP IV.C Blok Kalimantan Kabupaten Kutai
1b rehabilitasi, dan IV.C.1, Blok Timur, APBD Kartanegara
peningkatan kualitas | IV.C.2, dan Blok Kabupaten DLHK
sub zona sempadan IV.C.3 Kutai Kabupaten Kutai
sungai SWP IV.D Blok Kartanegara, Kartanegara




IV.D.1 Swasta Bappeda
SWP IV.E Blok Kabupaten Kutai
IV.E.2 Kartanegara
SWP IV.B Blok Dinas Pertanian
IV.B.2 APBN, APBD dan Peternakan
Pengembanean pola SWP IV.C Blok Provinsi Kabupaten Kutai
inse%l tif dang P IV.C.1, Blok Kalimantan Kartanegara
le disinsentif IV.C.2, dan Blok Timur, APBD DLHK
encelolaan sub zona IV.C.3 Kabupaten Kabupaten Kutai
Is)emg adan suneai SWP IV.D Blok Kutai Kartanegara
p g IV.D.1 Kartanegara, Bappeda
SWP IV.E Blok Swasta Kabupaten Kutai
IV.E.2 Kartanegara
Kementerian
APBN, APBD PUPR
Provinsi .
. DPU Provinsi
Penegakan aturan Kalimantan :
. Kalimantan
dan penetapan batas Timur, APBD .
2 SWP IV.C Timur
sempadan danau Kabupaten
. DPU Kabupaten
Kedang Murung Kutai .
Kutai
Kartanegara,
Kartanegara
Swasta
Swasta
B.1.2 Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
B.1.2.1 | Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3
Penvusunan FS dan APBD DPU Kabupaten
yu SWP IV.A Blok Kabupaten Kutai
la DED Taman :
IV.A.1 Kutai Kartanegara
Kecamatan
Kartanegara
APBD DPU Kabupaten
Pembangunan Taman | SWP IV.A Blok Kabupa_t en Kutai
1b Kutai Kartanegara
Kecamatan IV.A1
Kartanegara, Swasta

Swasta




DPPR Kabupaten
Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Swasta

DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara

DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Swasta

APBD
Penambahan Taman Kabupaten
le Kecamatan untuk SWP IV.A Blok Kurt)ai
mencukupi RTH IV.A.1
. Kartanegara,
publik 20%
Swasta
B.1.2.2 | Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4
SWP IV.A Blok
IV.A.1
P dali SWP IV.B Blok
E;g]f:n a lr‘;‘:n IV.B.1 dan Blok APBD
la Ee iatang}clerban n Iv.B.2 Kabupaten
a*‘fla o gy SWP IV.D Blok Kutai
Eelurahan IV.D.1 dan Blok Kartanegara
IV.D.2
SWP IV.E Blok
IV.E.1
SWP IV.A Blok
IV.A.1
SWP IV.B Blok
IV.B.1 dan Blok APBD
p Kabupaten
b engembangan IV.B.2 Kutai
taman kelurahan SWP IV.D Blok Kartaneoara
IV.D.1 dan Blok Swas%a ’
IV.D.2
SWP IV.E Blok
IV.E.1
SWP IV.A Blok APBD
Penambahan Taman
Kelurahan untuk IV.A.1 Kabupaten
1c SWP IV.B Blok Kutai
mendukung RTH
ublik 20% IV.B.1 dan Blok Kartanegara,
p IV.B.2 Swasta

DPPR Kabupaten
Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
Kutai




SWP IV.D Blok
IV.D.1 dan Blok
IV.D.2

SWP IV.E Blok
IV.E.1

B.1.2.3 | Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7
SWP IV.A Blok

Kartanegara
= Swasta

= DPU Kabupaten

Pengendalian IV.A.1 .
& APBD Kutai
pembangunan SWP IV.B Blok
Kabupaten Kartanegara
1 kawasan terbangun IV.B.2 .
Kutai = DLHK
pada kawasan SWP IV.D Blok .
Kartanegara Kabupaten Kutai
pemakaman IV.D.1 dan Blok Kartaneoara
IV.D.3 &
B.1.3 Perwujudan Zona Konservasi dengan kode KS

B.1.3.1 | Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR

= Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
(Kementerian KP)

Penyusunan = Dinas Kelautan
peraturan SWP IV.A, SWP APBN, APBD dan Perikanan
perundang-undangan | [V.B, SWP IV.C, Kab., APBD L
la - . (DKP) Provinsi
kawasan konservasi SWP IV.D, dan Provinsi, Kalimantan
Perairan Habitat SWPIV E Swasta .
Pesut Mahakam Timur
= DKP Kabupaten
Kutai
Kartanegara
= Swasta
SWP IV.A, SWP APBN, APBD | = Kemente.nan KP
Penyusunan Kabupaten = Badan Riset dan
IV.B, SWPIV.C, :
1b peraturan Kutai Sumber Daya
SWP IV.D, dan .
pengelolaan kawasan SWP IV E Kartanegara Manusia

APBD Provinsi Kelautan dan




Kalimatan Perikanan
Timur, (BRSDM KP)
Swasta = Perguruan Tinggi
= Organisasi
Masyarakat
APBN, APBD
Kabupaten = Kementerian KP
Pengembangan SWP IV.A, SWP Kutai = BRSDM KP
le Organisasi/ IV.B, SWPIV.C, Kartanegara |®= Perguruan Tinggi
Kelembagaan SWP IV.D, dan APBD Provinsi | = Kemenhub
Masyarakat SWPIV E Kalimatan = Organisasi
Timur, Masyarakat
Swasta
APBN, APBD
Kabupaten .
SWP IV.A, SWP Kutad * Kementerian KP
Pengembangan = BRSDM KP
1d jejaring kawasan IV.B, SWPIV.C, Kartanegqra . | = Perguruan Tinggi
konservasi perairan SWP IV.D, dan APBD Provinsi | | Organisasi
SWPIV E Kalimatan
. Masyarakat
Timur,
Swasta
Pembuatan papan APBN, APBD
informasi batas Kabupaten » Kementerian KP
Kawasan dan zonasi SWP IV.A, SWP Kutai « BRSDM KP
le serta himbauan IV.B, SWPIV.C, Kartanegara | Perguruan Tinggi
diwilayah strategis SWP IV.D, dan APBD Provinsi | Organisasi
Kawasan Konservasi SWP IV E Kalimatan Masvarakat
Perairan dan Habitat Timur, Y
Pesut Mahakam Swasta
Pemasangan rambu- SWP IV.A, SWP APBN, APBD | = Kementerian KP
1f rambu mengenai IV.B, SWPIV.C, Kabupaten = BRSDM KP
peraturan perikanan | SWPIV.D, dan Kutai = Perguruan Tinggi
wilayah reservat & SWPIV E Kartanegara |® Organisasi




zona inti

APBD Provinsi

Masyarakat

Kalimatan
Timur,
Swasta
APBN, APBD Kementerian KP
Penyusunan SWP IV.B Blok Kabupaten DKP Provinsi
masterplan kawasan IV.B.2 Kutai Kglimantan
24 konservasi perairan SWP IV.D Blok Kartanega'ra,. Timur
habitat pesut IV.D.1, Blok APB]? Provinsi DKP Kabupaten
mahakam IV.D.2, dan Blok Kalimantan Kutai
IV.D.3 Timur, Kartanegara
Swasta Swasta
APBN, APBD
SWP IV.B Blok Kabupaten Kementerian KP
Pemeliharaan dan IV.B.2 Kutai BRSDM KP
% penambahan SWP IV.D Blok Kartanegara Perguruan Tinggi
infrastruktur IV.D.1, Blok APBD Provinsi Kemenhub
konservasi perairan IV.D.2, dan Blok Kalimatan Organisasi
IV.D.3 Timur, Masyarakat
Swasta
B.1.4 Perwujudan Zona Cagar Budaya dengan kode CB
Kementerian
PUPR
APBN, APBD Balai Pelestarain
Provinsi Cagar Budaya .
Penyusunan SWP IV.A, SWP Kalimantan (BPCB) Provinsi
IV.B, SWP IV.C, . Kalimantan
1 masterplan cagar Timur, APBD .
budaya SWP IV.D, dan Kabupaten T1mur
SWP IV E . Dinas
Kutai - 1
Kartanegara Pendidikan dan
Kebudayaan
(Disdikbud)

Kabupaten Kutai




Kartanegara

APBN, APBD Kementerian
. . PUPR
Pendaftaran Situs Provinsi o
Masjid Kuno Sri Kalimantan BPCB Provinsi
J SWP IV.A Blok : Kalimantan
2a Bangun dan Timur, APBD .
IV.A.1 Timur
Kompleks Makam Kabupaten Ny
. Disdikbud
Kuno Kutai .
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kartanegara
APBN, APBD Kementerian
.. . S PUPR
Pengkajian Situs Provinsi .
> . . BPCB Provinsi
Masjid Kuno Sri Kalimantan .
SWP IV.A Blok . Kalimantan
2b Bangun dan Timur, APBD .
IV.A1 Timur
Kompleks Makam Kabupaten R
. Disdikbud
Kuno Kutai .
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kartanegara
APBN, APBD Kementerian
. L PUPR
Penetapan Situs Provinsi S
- . . BPCB Provinsi
Masjid Kuno Sri Kalimantan -
SWP IV.A Blok . Kalimantan
2c Bangun dan Timur, APBD .
IV.A.1 Timur
Kompleks Makam Kabupaten .o
. Disdikbud
Kuno Kutai .
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kartanegara
B.2 Perwujudan Zona Budi Daya
B.2.1 Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P
B.2.1.1 | Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1
. . SWP IV.A Blok APBN, APBD Kementerian
Peningkatan kualitas L .
dan kuantitas IV.A.1, Blok Provinsi Pertanian
la roduktivitas IV.A.2, dan Blok Kalimantan (Kementan)
D oo, IV.A.3 Timur, APBD Kantor
. o abupaten ertanahan
pertanian




IV.B.1 dan Blok
IV.B.2

SWP IV.C Blok
IV.C.1, Blok
IV.C.2, dan Blok
IV.C.3

SWP IV.D Blok
IV.D.1, Blok
IV.D.2, dan Blok
Iv.D.3

SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2

1b

Penyediaan dan
peningkatan kualitas
infrastruktur
pertanian

SWP IV.A Blok
IV.A.1, Blok
IV.A.2, dan Blok
IV.A.3

SWP IV.B Blok
IV.B.1 dan Blok
IV.B.2

SWP IV.C Blok
IV.C.1, Blok
IV.C.2, dan Blok
IV.C.3

SWP IV.D Blok
IV.D.1, Blok
IV.D.2, dan Blok

Kutai
Kartanegara,
Swasta

(Kantah)
Kabupaten Kutai
Kartanegara,
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional (Kemen
ATR/BPN)

Dinas Pertanian
dan Peternakan
Kabupaten Kutai
Kartanegara
DLHK
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Bappeda
Kabupaten Kutai
Kartanegara

APBN, APBD
Provinsi
Kalimantan
Timur, APBD
Kabupaten
Kutai
Kartanegara,
Swasta

Kementan
Kantah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kemen ATR/BPN
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Kabupaten Kutai
Kartanegara
DLHK
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Bappeda
Kabupaten Kutai




Iv.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2

1c

Peningkatan sumber
daya manusia
kelompok tani

SWP IV.A Blok
IV.A.1, Blok
IV.A.2, dan Blok
IV.A.3

SWP IV.B Blok
IV.B.1 dan Blok
IV.B.2

SWP IV.C Blok
IV.C.1, Blok
IV.C.2, dan Blok
IV.C.3

SWP IV.D Blok
IV.D.1, Blok
IV.D.2, dan Blok
IV.D.3

SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2

Kartanegara

1d

Peningkatan dan
pemasaran hasil
produksi

SWP IV.A Blok
IV.A.1, Blok
IV.A.2, dan Blok
IV.A.3

SWP IV.B Blok
IV.B.1 dan Blok
IV.B.2

SWP IV.C Blok
IV.C.1, Blok
IV.C.2, dan Blok
IV.C.3

Kementan
Kantah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
APBN, APBD | o o ATR/BPN
Provinsi . .
. Dinas Pertanian
Kalimantan
. dan Peternakan
Timur, APBD .
Kabupaten Kutai
Kabupaten
Kutai Kartanegara
Kartanegara DLHK
sara, Kabupaten Kutai
Swasta
Kartanegara
Bappeda
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kementan
APBN, APBD Kantah .
L Kabupaten Kutai
Provinsi
Kalimantan Kartanegara
. Kemen ATR/BPN
Timur, APBD . .
Dinas Pertanian
Kabupaten
. dan Peternakan
Kutai .
Kabupaten Kutai
Kartanegara,
Swasta Kartanegara
DLHK

Kabupaten Kutai




SWP IV.D Blok
IV.D.1, Blok
IV.D.2, dan Blok
IV.D.3

SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok

IV.E.2

le

Pengkajian LP2B

SWP IV.A Blok
IV.A.1, Blok
IV.A.2, dan Blok
IV.A.3

SWP IV.B Blok
IV.B.1 dan Blok
IV.B.2

SWP IV.C Blok
IV.C.1, Blok
IV.C.2, dan Blok
IV.C.3

SWP IV.D Blok
IV.D.1, Blok
IV.D.2, dan Blok
IV.D.3

SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2

Kartanegara

Bappeda
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kementan
Dinas
APBN, APBD Peternakan dan
Provinsi Kesehatan
Kalimantan Hewan Provinsi
Timur, APBD Kalimantan
Kabupaten Timur
Kutai Dinas Pertanian
Kartanegara dan Peternakan

Kabupaten Kutai
Kartanegara




SWP IV.A Blok
IV.A.1, Blok
IV.A.2, dan Blok

Dinas
IV.A.3
SWP IV.B Blok Peternakan dan
IV.B.1 dan Blok Kesehatan
IV.B.2 APBN, APBD Hewan
i Provinsi Provinsi Kaliman
. SWP IV.C Blok . .
Pemeliharaan dan IV.C.1. Blok Kalimantan tan Timur
1f peningkatan kualitas 5 Timur, APBD Dinas Pertanian
.. . . IV.C.2, dan Blok
jaringan irigasi IV.C3 Kabupajcen dan Peternakan ‘
SWP IV.D Blok Kutai Kabupaten Kutai
Kartanegara Kartanegara
IV.D.1, Blok DPU Kabupat
IV.D.2, dan Blok Jabupaten
Kutai
Iv.D.3 Kartanegara
SWP IV.E Blok &
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2
B.2.1.2 | Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok Dinas
. IV.A3 APBD
Penmgkatan dan SWP IV.C Blok Kabupaten Pe‘rkebunan
la pemeliharaan . (Disbun)
IV.C.2 dan Blok Kutai .
kawasan perkebunan Kabupaten Kutai
IV.C.3 Kartanegara
Kartanegara

SWP IV.E Blok
IV.E.2




SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok
. IV.A3 APBD .
Penlngkatap SWP IV.C Blok Kabupaten Disbun .
1b intensifikasi . Kabupaten Kutai
perkebunan IV.C.2 dan Blok Kutai Kartanegara
IV.C.3 Kartanegara
SWP IV.E Blok
IV.E.2
SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok
. IV.A.3 APBD .
Peningkatan SWP IV.C Blok Kabupaten Disbun .
1c pemasaran hasil . Kabupaten Kutai
perkebunan IV.C.2 dan Blok Kutai Kartanegara
IV.C.3 Kartanegara
SWP IV.E Blok
IV.E.2
B.2.2 Perwujudan Zona Perikanan dengan kode IK
B.2.2.1 | Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2
SWP IV.C Blok
IV.C.1, Blok KaﬁEBzcen DKP Kabupaten
Pengembangan IV.C.2, dan Blok ba Kutai
la . . Kutai
perikanan budi daya | IV.C.3 Kartanegara Kartanegara
SWP IV.D Blok Swasta ’ Swasta
IV.D.2
SWP IV.C Blok
Pencegahan ' IV.C.1, Blok APBD DKP Kabupaten
b penangkapan 1ka_n IV.C.2, dan Blok Kabupajcen Kutai
dengan bom/ranjau IV.C.3 Kutai Kartaneoara
ikan SWP IV.D Blok Kartanegara n g
IV.D.2
. . SWP IV.C Blok APBD DKP Kabupaten
1c E;ll(:lstanan habitat IV.C.1, Blok Kabupaten Kutai
IV.C.2, dan Blok Kutai Kartanegara




IV.C.3
SWP IV.D Blok
IV.D.2

Kartanegara,
Swasta

Swasta

B.2.3 Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
Penyusunan SWP IV.A Blok PT PLN Area
masterplan kawasan :
1 . APBN Kutai
pembangkit tenaga IV.A1
. Kartanegara
listrik
B.2.4 Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
Dinas
SWP IV.C  Blok APBD Perindustrian
Penyusunan IV.C.3 Kabupaten dan Perdagangan
1 Masterplan Kawasan | SWP IV.E Blok pa . cagang
. Kutai (Disperindag)
Peruntukan Industri IV.E.1 dan Blok .
Kartanegara Kabupaten Kutai
IV.E.2
Kartanegara
figgz‘iﬁbﬁgcgi?%an APBD Disperinda
SWP IV.E Blok Kabupaten p &
Menengah (IKM) . Kabupaten Kutai
2a : g IV.E.1 dan Blok Kutai
berbasis komoditas Kartanegara
. . IV.E.2 Kartanegara,
pertanian, perikanan Swasta Swasta
budi daya, dan logam
Pengembangan SWP IV.E Blok APBD Disperindag
Industri Kecil dan Kabupaten Kutai
2b IV.E.1 dan Blok Kabupaten,
Menengah (IKM) yang Kartanegara
. IV.E.2 Swasta
ramah lingkungan Swasta
. APBD . .
Peningkatan SWP IV.E Blok Kabupaten Disperindag
prasarana dan sarana . Kabupaten Kutai
2c . IV.E.1 dan Blok Kutai
pendukung kegiatan Kartanegara
IV.E.2 Kartanegara,
IKM Swasta

Swasta




APBD

Pemindahan sebagian Kabupaten Disperindag
kegiatan industri ke SWP IV.C Blok pa Kabupaten Kutai
3a Kutai
dalam kawasan IV.C.3 Kartanegara
. . Kartanegara,
peruntukan industri Swasta
Swasta
- o -
Pt‘a.nyed1aan 10 /0 jalur APBD . ‘
hijau dalam setiap Kabupaten Disperindag
kawasan peruntukan | SWP IV.C Blok pa Kabupaten Kutai
3b . . . Kutai
industri sebagai IV.C.3 Kartanegara
Kartanegara,
penyangga/pembatas Swasta
h Swasta
antar fungsi kawasan
APBD Disperindag ‘
Penataan kawasan Kabupaten Kabupaten Kutai
. SWP IV.C Blok . Kartanegara
3c sekitar Kawasan Kutai
. IV.C.3 DPU Kabupaten
Peruntukan Industri Kartanegara, Kutai
Swasta
Kartanegara
Monitoring dan
evaluasi sistem Disperindag
. APBD .
pengelolaan air Kabupaten Kabupaten Kutai
3d limbah bahan SWP IV.C Blok KuI‘zai Kartanegara
berbahaya dan IV.C.3 Kartaneeara DLHK
beracun (B3) Swas%a ’ Kabupaten Kutai
Kawasan Peruntukan Kartanegara
Industri
B.2.5 | Perwujudan Zona Pariwisata dengan kode W
SWP IV.B Blok
Peningkatan sarana IV.B.1 KaﬁEBgcen DPU Kabupaten
la dan zEasarana SWP 1V.C  Blok Kulic)ai Kutai
endlzlkun wisata IV.C.1 SWP IV.D Kartanegara Kartanegara
P & Blok IV.D.1, Blok Sormao & Swasta

IV.D.2, dan Blok




IV.D.3

SWP IV.B Blok
Pembangunan jalan IV.B.1 APBD
jalur wisata alam, SWP IV.C Blok Kabupaten EigiKabupaten
1b jalur dan lokasi IV.C.1 SWP IV.D Kutai Kartaneeara
evakuasi bencana Blok IV.D.1, Blok Kartanegara, Swasta g
dalam obyek wisata IV.D.2, dan Blok Swasta
IV.D.3
SWP IV.B Blok DPU Kabupaten
IV.B.1 APBD Kutai
Penyediaan RTH SWP IV.C Blok Kabupaten Kartanegara
1c Publik 15% di setiap IV.C.1 SWP IV.D Kutai Dispar
lokasi wisata Blok IV.D.1, Blok Kartanegara, Kabupaten Kutai
IV.D.2, dan Blok Swasta Kartanegara
IV.D.3 Swasta
SWP IV.B Blok DPU Kabupaten
IV.B.1 APBD Kutai
Penyediaan RTH SWP IV.C Blok Kabupaten Kartanegara
1d Privat 15% di setiap IV.C.1 SWP IV.D Kutai Dispar
lokasi wisata Blok 1V.D.1, Blok Kartanegara, Kabupaten Kutai
IV.D.2, dan Blok Swasta Kartanegara
IV.D.3 Swasta
DPPR Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Penyusunan APBD Din;s lggriwisata
SWP IV.D Blok Kabupaten .
2a masterplan Desa . (Dispar)
Wisata Pela v.D.3 Kutai Kabupaten Kutai
Kartanegara
Kartanegara
Bappeda

Kabupaten Kutai




Kartanegara

APBD Provinsi

DPU Kabupaten
Kutai

Kalimantan Kgrtanegare} .
Timur. APBD Dispar Provinsi
b Penyusunan RTBL SWP IV.D Blok Kab ’ aten Kalimantan
Desa Wisata Pela IV.D.3 abupate Timur
Kutai .
Kartanegara Dispar
’ Kabupaten Kutai
Swasta
Kartanegara
Swasta
DPPR Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Dispar
APBD Kabupaten Kutai
2c Penataan Desa SWP IV.D Blok Kabupaten Kartanegara
Wisata Pela IV.D.3 Kutai Bappeda
Kartanegara Kabupaten Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
DPPR Kabupaten
Kutai
Penyusunan APBD g?sr t:*legara
yu SWP IV.D Blok Kabupaten p .
3a masterplan Desa . Kabupaten Kutai
. . IV.D.2 Kutai
Wisata Sangkuliman Kartanegara
Kartanegara
Bappeda

Kabupaten Kutai
Kartanegara




APBD Provinsi

DPU Kabupaten
Kutai

Kalimantan Kartanegara
Penyusunan RTBL Timur. APBD Dispar Provinsi
Desa Wisata SWP IV.D Blok ’ Kalimantan
3b ) Kabupaten .
Sangkuliman IV.D.2 . Timur
Kutai .
Kartanegara Dispar
’ Kabupaten Kutai
Swasta
Kartanegara
Swasta
DPPR Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Dispar
APBD Kabupaten Kutai
3¢ Penataan Desa SWP IV.D Blok Kabupaten Kartanegara
Wisata Sangkuliman | IV.D.2 Kutai Bappeda
Kartanegara Kabupaten Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
DPPR Kabupaten
Kutai
masterplan Obyek APBD Dispar
. pan Lby . | SWP IV.C Blok Kabupaten p .
4a Wisata Tanjung Sarai . Kabupaten Kutai
IV.C.1 Kutai
— Danau Kedang Kartanegara
Kartanegara
Murung Bappeda

Kabupaten Kutai
Kartanegara




APBD Provinsi

DPU Kabupaten
Kutai

Penyusunan RTBL . Kartanegara
Kalimantan . .
Kawasan Obyek Timur. APBD Dispar Provinsi
Wisata Tanjung Sarai | SWP IV.C Blok ’ Kalimantan
4b Kabupaten .
- Danau Kedang IV.C.1 Kutai Timur
Murung Dispar
Kartanegara, .
Kabupaten Kutai
Swasta
Kartanegara
Swasta
DPPR Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Dispar
Penataan Obyek APBD Kabupaten Kutai
4o Wisata Tanjung Sarai | SWP IV.C Blok Kabupaten Kartanegara
— Danau Kedang IV.C.1 Kutai Bappeda
Murung Kartanegara Kabupaten Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
APBD Provinsi | Lutal
. Kartanegara
Kalimantan Dispar Provinsi
Pengembangan obyek | qyp 1y b Blok Timur, APBD Kalimantan
5 wisata Tanjung Kayu Kabupaten .
IV.D.1 : Timur
Bunga Kutai .
Dispar
Kartanegara, .
Kabupaten Kutai
Swasta
Kartanegara

Swasta




DPPR Kabupaten
Kutai

Kartanegara
Dispar
Penyusunan RTBL APBD Kabupaten Kutai
6 Kawasan Obyek SWP IV.B Blok Kabupaten Kartanegara
Wisata Kota Bangun IV.B.1 Kutai Bappeda
Nir Kartanegara Kabupaten Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
B.2.6 Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R
B.2.6.1 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2
Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Disperkim
Pengembangan dan SWP IV.A Blok APBD %(abﬁpaten) Kutai
penataan sub-zona Kabupaten
la IV.A.1 dan Blok : Kartanegara
perumahan L IV.A2 Kutai DPPR Kabupaten
kepadatan tinggi Kartanegara )
Kutai
Kartanegara
DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Dinas
Pepyediaan RTH SWP IV.A Blok APBD Perumahan dan
Privat 16% pada sub- Kabupaten Kawasan
1b IV.A.1 dan Blok . .
zona perumahan IV.A2 Kutai Permukiman
kepadatan tinggi o Kartanegara (Disperkim)

Kabupaten Kutai




Kartanegara
= DPPR Kabupaten
Kutai
Kartanegara
= DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
B.2.6.2 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
SWP IV.A Blok = Dij rkim
IV.A.1, Blok K ?DPC ten Kutai
IV.A.2, dan Blok K:r‘;rr)li eara "
Pengembangan dan IV.A.3 APBD = DPPR K§bu aten
penataan sub-zona SWP IV.B Blok Kabupaten ) p
la . Kutai
perumahan IV.B.1 Kutai Kartanegara
kepadatan sedang SWP IV.D Blok Kartanegara g
VD1 = DPU Kabupaten
SWP IV.E Blok Ez;?;ne ara
IV.E.1 5
= Dinas
SWP IV.A Blok EZI‘;J;;:Ean dan
IV.A.1, Blok Permukiman
IV.A.2, dan Blok . .
‘ (Disperkim)
Penyediaan RTH IV.A3 APBD Kabupaten Kutai
Privat 16% pada sub- | SWP IV.B Blok Kabupaten P
1b . Kartanegara
zona perumahan IV.B.1 Kutai * DPPR Kabupaten
kepadatan sedang SWP IV.D Blok Kartanegara ) p
IV.D.1 Eutal
.D. artanegara
SWP IV.E Blok * DPU Kabupaten
IV.E.1 .
Kutai
Kartanegara
B.2.6.3 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4
1 Pengembangan dan | SWP IV.A Blok | % | | | | | | | | APBD | = Disperkim




penataan sub-zona IV.A.1 Kabupaten Kabupaten Kutai
perumahan SWP IV.B Blok Kutai Kartanegara
kepadatan rendah IV.B.1 dan Blok Kartanegara DPPR Kabupaten
IV.B.2 Kutai
SWP IV.C Blok Kartanegara
IV.C.1, Blok DPU Kabupaten
IV.C.2, dan Blok Kutai
IV.C.3 Kartanegara
SWP IV.D Blok
IV.D.1, Blok
IV.D.2, dan Blok
IV.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2
SWP IV.A Blok
IV.A1 Dinas
SWPIV.B Blok Perumahan dan
IV.B.1 dan Blok
Kawasan
IV.B.2 Permukiman
SWP IV.C Blok (Disperkim)
Penyediaan RTH IV.C.1, Blok APBD Kabupaten Kutai
Privat 16% pada sub- | IV.C.2, dan Blok Kabupaten P
1b . Kartanegara
zona perumahan IV.C.3 Kutai DPPR Kabupaten
kepadatan rendah SWP IV.D Blok Kartanegara )
Kutai
%g é’ EIOkBl K Kartanegara
o<, dan Blo DPU Kabupaten
IV.D.3 Kutai
SWP IV.E Blok Kartanesara
IV.E.1 dan Blok &
IV.E.2
9 Penataan perumahan | SWP IV.A Blok APBD DPU Kabupaten

di bantaran Sungai

IV.A. 1

Kabupaten

Kutai




Mahakam SWP IV.B Blok Kutai Kartanegara
IV.B.1 dan Blok Kartanegara Bappeda
IV.B.2 Kabupaten Kutai
SWP IV.C Blok Kartanegara
IV.C.1 dan Blok Disperkim
IvV.C.2 Kabupaten Kutai
SWP IV.D Blok Kartanegara
IV.D.1, Blok KOTAKU
IV.D.2, dan Blok
IV.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2
B.2.7 Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
B.2.7.1 | Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
SWP IV.A Blok Disperkim
Peningkatan kualitas | I[V.A.1 dan Blok Kabupaten Kutai
dan kuantitas IV.A2 APBD Kartanegara
prasarana SWP IV.B Blok DPPR Kabupaten
Kabupaten )
la pendukung pada sub- | IV.B.2 Kutai Kutai
zona sarana SWP IV.D Blok Kartaneeara Kartanegara
pelayanan umum IV.D.1 & DPU Kabupaten
skala kecamatan SWP IV.E Blok Kutai
IV.E.1 Kartanegara
SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok Disperkim
Penyediaan RTH IV.A.2 .
Publik 10% pada sub- | SWP IV.B Blok APBD Kabupaten Kutai
1b zona sarana IV.B.2 Kabupa.t en Kartanegara
Kutai DPU Kabupaten
pelayanan umum SWP IV.D Blok Kartanegara Kutai
skala kecamatan IV.D.1 g

SWP IV.E Blok
IVE.1

Kartanegara




B.2.7.2

Sub-Zona Sarana Pelay

yanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok Disperkim
Peningkatan kualitas | IV.A.3 Kabupaten Kutai
dan kuantitas SWP IV.B Blok Kartanegara
APBD
prasarana IV.B.2 Kabupaten DPPR Kabupaten
la pendukung pada sub- | SWP IV.D Blok . Kutai
Kutai
zona sarana IV.D.1, Blok Kartanegara Kartanegara
pelayanan umum IV.D.2, dan Blok DPU Kabupaten
Skala Kelurahan IV.D.3 Kutai
SWP IV.E Blok Kartanegara
IV.E.1
SWP IV.A Blok
IV.A.1 dan Blok
Penyediaan RTH ISVWI?:’EI;V B Blok Disperkim
Publik 10% pada sub- | IV.B.2 APBD Kabupaten Kutai
1b zona sarana SWP IV.D Blok Kabupa.t en Kartanegara
Kutai DPU Kabupaten
pelayanan umum IV.D.1, Blok Kartaneeara Kutai
skala kelurahan IV.D.2, dan Blok g Kart
IV.D.3 artanegara
SWP IV.E Blok
IV.E.1
B.2.8 Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
Penataan kawasan SWP IV.A, SWP APBD Dishub
la parkir di jalan IV.B, SWP IV.C, Kabupaten Kabupaten Kutai
kolektor dan jalan SWP IV.D, dan Kutai Kartarr)le ara
lokal SWP IV.E Kartanegara &
SWP IV.A, SWP APBD
b Penambahan ruang IV.B, SWP IV.C, Kabupaten gll;’giKabupaten
terbuka non hijau SWP IV.D, dan Kutai Kartanegara
SWP IV.E Kartanegara g
2a Penyusunan SWP IV.A Blok APBD Dishub




masterplan parkir

IV.A.1 dan SWP

Kabupaten

Kabupaten Kutai

IV.E Blok IV.E.1 Kutai Kartanegara
Kartanegara DPU Kabupaten
Kutai
Kartanegara
Dishub
SWP IVA Blok APBD Kabupaten Kutai
Pembangunan ruang Kabupaten Kartanegara
2b .. IV.A.1 dan SWP .
terbuka non hijau Kutai DPU Kabupaten
IV.E Blok IV.E.1 .
Kartanegara Kutai
Kartanegara
B.2.9 Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
B.2.9.1 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2
APBD
Kabupaten
SWP IV.A Blok Kabupaten
la Revitalisasi pasar IV.A.1, Blok Kutai EllzgﬁKabupaten
tradisional IV.A.2, dan Blok Kartanegara, Kartaneoara
IV.A.3 Provinsi g
Kalimantan
Timur
Dinas
APBD Perindustrian
Penyediaan RTH SWP IV.A Blok Kabupaten dan Perdagangan
Publik 10% di sub IV.A.1, Blok p Kabupaten Kutai
1b Kabupaten
zona perdagangan IV.A.2, dan Blok Kutai Kartanegara
dan jasa skala WP IV.A.3 DPU Kabupaten
Kartanegara .
Kutai
Kartanegara
B.2.9.2 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
Pengembangan dan SWP IV.A Blok APBD Dinas
la penataan sub-zona IV.A.1, Blok Kabupaten Perindustrian
perdagangan dan jasa | IV.A.2, dan Blok Kabupaten dan Perdagangan




skala SWP IV.A.3 Kutai Kabupaten Kutai
SWP IV.B Blok Kartanegara, Kartanegara
IV.B.1 Provinsi DPU Kabupaten
SWP IV.C Blok Kalimantan Kutai
IV.C.1 Timur Kartanegara
SWP IV.E Blok
IV.E.1 dan Blok
IV.E.2
SWP IV.A Blok
IV.A.1, Blok Dinas
IV.A.2, dan Blok Perindustrian
. IV.A.3 APBD
Penyediaan RTH dan Perdagangan
Publik 10% di sub SWP IV.B Blok Kabupaten Kabupaten Kutai
1b zona perdagangan IV.B.1 lok Kabupa.t en Kartanegara
dan jasa skala SWP IS\>N (l:D iV.C Blo K Kutai DPU Kabupaten
.C. artanegara Kutai
SWP IV.E Blok Kartanesara
IV.E.1 dan Blok &
IV.E.2
B.2.10 | Perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT
SWP IV.A Blok
IV.A.1
SWP IV.B Blok
IV.B.1 dan Blok
IV.B.2 APBD
. SWP IV.C Blok Kabupaten DPU Kabupaten
Penataan pedestrian . Kutai
la kawasan perkantoran Iv.c.2 Kutai Kartanegara
SWP IV.D Blok Kartanegara, Swasta
IV.D.1, Blok Swasta
IV.D.2, dan Blok
IV.D.3

SWP IV.E Blok
IVE.1




SWP IV.A Blok
IV.A.1

SWP IV.B Blok
IV.B.1 dan Blok

DPU Kabupaten

IV.B.2 APBD Kutai
Penyediaan RTH SWP IV.C Blok Kabupaten Kartaneoara
1b Privat 10% pada IvV.C.2 Kutai Dis erkigm
kawasan perkantoran | SWP IV.D Blok Kartanegara, P .
Kabupaten Kutai
IV.D.1, Blok Swasta Kartaneeara
IV.D.2, dan Blok &
IV.D.3
SWP IV.E Blok
IV.E.1
Penyusunan KaﬁzBa]ien DPPR Kabupaten
yu SWP IV.A Blok pa Kutai
2a masterplan kawasan Kutai
IV.A1 Kartanegara
perkantoran terpadu Kartanegara,
Swasta
Swasta
Pembangunan KaﬁEBgcen DPU Kabupaten
gy SWP IV.A Blok pa Kutai
2b kawasan perkantoran Kutai
IV.A1 Kartanegara
terpadu Kartanegara, S
wasta
Swasta
B.2.11 | Perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR
SWP IV.A Blok
IV.A1 APBD .
. a1 Dishub
Pemeliharaan fasilitas | SWP IV.B Blok Kabupaten .
la . . Kabupaten Kutai
transportasi IV.B.2 Kutai Kartaneoara
SWP IV.E Blok Kartanegara g
IV.E.1
Penataan vegetasi SWP IV.A Blok APBD DPU Kabupaten
1b Kawasan teril inal IV.A.1 Kabupaten Kutai
SWP IV.B Blok Kutai Kartanegara




IV.B.2 Kartanegara |= Dishub
SWP IV.E Blok Kabupaten Kutai
IV.E.1 Kartanegara

. Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023,TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

TABEL TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5% (lima persen)

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05 (nol koma nol lima)

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95% (sembilan puluh lima persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 11:3232 :;nlt:;; Elel]loial:?:lzfiag ;8 m
c. |jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. |jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) meyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;

2) menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan
sistem jaringan prasarana perkotaan,;

3) menyediakan hidran kebakaran;

4) menyediakan areal parkir yang memadai;

5) menyediakan toilet umum; dan

6) menyediakan pos keamanan.




Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllllrs 52113{;:?;;;&1&2 ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda
3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;

4) menyediakan akses disabilitas;

5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;

6) menyediakan hidran air minum; dan

7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.

J




Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g ;EEE: :nltlllllr{l Eleltalf?:l;ﬂlaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;
2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;
3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;

4) menyediakan akses disabilitas;

5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;

6) menyediakan hidran air minum; dan

7) menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.




Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g ;EEE: :nltlllllr{l Eleltalf?:l;ﬂlaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;
2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;

3) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;
4) menyediakan akses disabilitas;

5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; dan

6) menyediakan hidran air minum.




Zona Konservasi dengan kode KS

Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 0% (nol persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0 (nol)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 100% (dua puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 0 meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{2232 :;nlullll? Elelgal:?:lrafiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Menyediakan jaringan listrik

Terlayani jaringan listrik untuk lampu/penerangan konservasi

b. Menyediakan jaringan Drainase:

Zona konservasi harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah

berlaku

c. Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana

1) terdapat signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

2) sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA)




Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Sub-Zona Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen)

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma dua)

oo |-

koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (dua puluh persen)

e
[=

Ketentuan Tata Bangunan

ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter

garis sempadan bangunan (GSB) minimum -

jarak bebas antar bangunan minimal -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

o |alo|o|p

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. Menyediakan jaringan listrik berupa penerangan cagar budaya;
b. Menyediakan jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;
c. Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana
1) terdapat signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
2) sistem peringatan dini; dan
3) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA)
d. Menyediakan fasilitas bagian dari kegiatan cagar budaya berupa pos jaga dan bak sampah; dan
Menyediakan fasilitas bagian dari cagar budaya: kantor pengelola cagar budaya.




ZONA LINDUNG
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g ;EEE: :nltlllllr{l Eleltalf?:l;ﬂlaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m; dan
2) menyediakan prasarana pertanian berupa saluran irigasi.
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10% (sepuluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1 (nol koma satu)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :mltLTII(l Egg;:?;;ﬂlaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 m.




Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 20% (dua puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2 (nol koma satu)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80% (sembilan puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{2232 :;nlullll? Elelgal:?:lrafiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter
e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. Menyediakan jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama
mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata
cara perencanaan umum drainase perkotaan.
Menyediakan Jaringan Sistem Evakuasi Bencana berupa signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi, sistem peringatan dini; terlayani jalur evakuasi
menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30% (tiga puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6 (nol koma enam)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 (delapan) meter
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{3232 :1nlt11111r<1 Elc}lfal:?:l;iaiag ran m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter
d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter




Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a0 o

Menyediakan akses jalan dan transportasi;

Menyediakan jalur keluar dan masuk kendaraan;

Menyediakan jaringan listrik dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona;

Menyediakan jaringan air bersih berupa sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan
mengutamakan sumber air dari jaringan pdam dan terlayani radius hidran;

Menyediakan jaringan pengolahan air limbah berupa sistem pengelolaan air limbah non-domestik secara off-site dan on-site, pengangkutan limbah
(truk tinja);

Menyediakan jaringan drainase ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama
mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah sni 02-2406-1991 tentang tata
cara perencanaan umum drainase perkotaan;

g. Menyediakan jaringan persampahan berupa terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; dan tempat pengumpulan sampah 3R;
h.

Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana berupa signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; sistem pemadam kebakaran; dan sistem
peringatan dini; dan

Menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (tes) dan tempat evakuasi akhir (TEA)




Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 (dua puluh persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllllrs 52113{;:?;;;&1&2 ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3)
9)
10)

menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;
menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;
menyediakan akses disabilitas;
menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;
menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;
menyediakan jaringan drainase;
menyediakan lahan parkir;
menyediakan lahan bongkar muat;
menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan
menyediakan hidran pemadam kebakaran.




Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40% (empat puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,4 (nol koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllllrs 52113{;:?;;;&1&2 ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut:

a)
b)
)
)
)
f)
g)

D O 0

menyediakan jaringan jalan;
menyediakan prasarana parkir;
menyediakan aksesibilitas untuk difabel,
menyediakan jalur pedestrian;
menyediakan jalur sepeda;

menyediakan jaringan listrik; dan
menyediakan jaringan telekomunikasi.

2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:

a)
b)
)
)
)

D o0

N}

menyediakan tempat parkir umum,;
menyediakan lapangan upcara;
menyediakan pos keamanan;

menyediakan sistem pemadam kebaran;
menyediakan mushola/tempat ibadah; dan
menyediakan RTH.




Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4 (dua koma empat)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen)

d. | luas kaveling minimum 100 (seratus) meter persegi
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 (dua empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 11:3232 :nlt;llr{l Egﬁ;:?;;ﬂlaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. |jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut:

a) menyediakan jaringan jalan;
b) menyediakan prasarana parkir;

0. 0

) menyediakan jalur pedestrian;
) menyediakan jalur sepeda;
f) menyediakan jaringan listrik; dan

a

g) menyediakan jaringan telekomunikasi.
2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:

a) menyediakan fasilitas peribadatan;
b) menyediakan fasilitas perdagangan;
) menyediakan fasilitas pendidikan;
) menyediakan fasilitas kesehatan;
) menyediakan fasilitas olahraga

f) menyediakan RTH; dan
menyediakan Fasilitas evakuasi bencana.

D o0

) menyediakan aksesibilitas untuk difabel,




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen)

d. | luas kaveling minimum 150 (seratus lima puluh) meter persegi
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : i;g iﬁzgz :mlttllll? Elelgalre?:l;ilaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;

3) menyediakan akses disabilitas;

4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;

5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;

6) menyediakan jaringan drainase;
7) menyediakan lahan parkir;

8)
9)
10)

menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;
menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan
menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8 (nol koma delapan)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen)

d. | luas kaveling minimum 200 (dua ratus) meter persegi
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 (delapan) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : i;g iﬁzgz :mlttllll? Elelgalre?:l;ilaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;

3) menyediakan akses disabilitas;

4) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;

5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;

6) menyediakan jaringan drainase;
7) menyediakan lahan parkir;

8)
9)
10)

menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;
menyediakan hidran pemadam kebakaran; dan
menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.




Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 (enam belas) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllllrs 52113{;:?;;;&1&2 ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;
3) menyediakan akses disabilitas;

4) menyediakan fasilitas penyebrangan;

5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;

6) menyediakan jaringan drainase;

7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;
8) menyediakan lahan parkir;

9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;

10) menyediakan hidran pemadam kebakaran;

11) menyediakan RTH berupa taman; dan

12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.




Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : i;g iﬁzgz :mlttllll? Elel‘i){alre?;;ilaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;
3) menyediakan akses disabilitas;

4) menyediakan fasilitas penyebrangan;

5) menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;

6) menyediakan jaringan drainase;

7) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;
8) menyediakan lahan parkir;

9) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana;

10) menyediakan hidran pemadam kebakaran;

11) menyediakan RTH berupa taman; dan

12) menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga.




Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30% (tiga puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3 (nol koma tiga)

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 (empat) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllllrs 52113{;:?;;;&1&2 ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;

3) menyediakan akses disabilitas;
4) menyediakan jaringan drainase;

5) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;

6) menyediakan lahan parkir;

7) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan
8) menyediakan hidran pemadam kebakaran.




Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen)

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 (dua belas) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllll? Elelgal:?:l;ilaiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1. ketentuan prasarana minimal , sebagai berikut:
a) menyediakan jaringan jalan;
b) menyediakan jalur pedestrian;

) menyediakan jaringan air minum;

) menyediakan jaringan listrik;

) menyediakan jaringan persampahan;
f) menyediakan jaringan drainase; dan
g) menyediakan jaringan telekomunikasi.

2. ketentuan sarana minimal , sebagai berikut:
a) menyediakan tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
b) menyediakan pos keamanan;

) menyediakan sistem pemadam kebakaran;

D O 0

0O

d) menyediakan mushola/tempat ibadah;
e) menyediakan RTH; dan
f) menyediakan pengolahan limbah terpadu.




Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 (delapan) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllllrs 52113{;:?;;;&1&2 ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;
menyediakan akses disabilitas;

menyediakan fasilitas penyebrangan;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;

menyediakan lahan parkir;

menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan

menyediakan hidran pemadam kebakaran.




Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 (enam belas) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllll? 52113{;:?;;;&1&2 ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;
menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;
menyediakan akses disabilitas;
menyediakan fasilitas penyebrangan;
menyediakan jaringan drainase;
menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;
menyediakan lahan parkir;
menyediakan RTH di halaman atau di atap gedung perkantoran/roof garden,;
menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan
menyediakan hidran pemadam kebakaran.




Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70% (tujuh puluh persen)
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8 (satu koma delapan)
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen)
II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 (dua puluh) meter

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum : };g 1{323: :;nltlllllrs Elelllo{;:?:lzfiag ;8 m
c. | jarak bebas antar bangunan minimal 3 (tiga) meter

d. | jarak bebas samping (JBS) minimum 2 (dua) meter

e. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 (dua) meter

IITI | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air;

menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda;
menyediakan akses disabilitas;

menyediakan fasilitas penyebrangan;

menyediakan jaringan drainase;

menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik;

menyediakan lahan parkir;

menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan

menyediakan hidran pemadam kebakaran.
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2023,TANGGAL 9 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

: @ PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Provinsi Kalimantan Timur :
Kabupaten Kutal Kartanegai
R o : LAMPIRAN VIl
Kegamatan Kota Bangun PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...

Desa Munuran
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN .....
Desa Bakit Joring
PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

‘T e > 7%
L e
VEz @ 4
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

[ Provinsi Kalimantan Timur
Kabipaten Kutai Kartanegara

Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun

o3 DpsaPela

* wop | Desd Sanghuliman o -

e o
L A
% \ Desa Kota Bangun Ulu

i : .‘7 A
% o \

Desa Kota Bangun Seberang

wez
! Desa Kedang Murung

Desy Muarawis

Desa Loleng

Desa Bukit Jering

Dosa Sum sor Sari

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
i PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTA| KARTANEGARA
NOI AHUN ..
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ...
PETA KETENTUAN KHUSUS

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA

u SKALA. 125000

KETERANGAN

et i B At

RENGCANA PO RUANG
Zoun sunisave

Ao o ok
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A
4
/)
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LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023,TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA

@ PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
g PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Provinsi Kalimantan Timur

Kabipaten Kutai Kartanegara
Muhuran Kecarmatan Kota Bangun

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPAT| KUTA| KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
\ ENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ......
Desa Bukit Jering
L1 PETA KETENTUAN KHUSUS
/ ~

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA

u SKALAL 125000

we2
wEA )

woa DesaPela e

Desa Sangkuliman _ .- ‘ A s B 5 \ o= — e ]
g v ™™ Desa Lisng U S waz / - i P |
\\f\, /A e
% .\ _ Desa Kota Bangun Ulu
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023, TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

'
Pesa Muardwis

Muhuran

woa DesaPela

© o2

Desa Sanghuliman _ .

Provinsi Kalimantan Timur
Kabipaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Kota Bangun

wEA
= Desa Liang
wo.1 N Rl s
Desa Liang Ulu waz
\ - 2y 5
X = \
\ \
A 2
: wat \ e
" Dosa Kota Bangun llir A
R <
-7
\ Al
7 Dasa Kota Bangun Ulu
8
R Z

Desa Kota Bangun Seberang X : !

/M2 DesaKedang Murung

Dosa Bukit Jaring

Desa Loleng

Dess Sumber Sart

@ PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPAT| KUTA| KARTANEGARA
N UN ...

ENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN .....

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATUBARA

SKALA: 125000

>>c

Mengetahu,
BUPATI KUTA| KARTANEGARA

( EDI DAMANSYAH )
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023,TANGGAL 9 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

Pesa Muardwis.

© woa

Muhuran

wpa: DesaPela:

Desa Sangkuliman _

~o1

\

A wat
Dosa Kota Bangun liir
\vaz

Desa Kota Bangun Seberang

\DQlehngul;A C e

KUTAI KAR'
- PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Provinsi Kalimantan Timur b
Kabipaten Kutai Kartanegara LAMPIRAN XI
Kecamatan Kota Bangun Y BUPATI KUTA|
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
Y KAWASAN PERKOTAAN KOTA BANGUN TAHUN ...
Desa Bukit Jering
~ PETA KETENTUAN KHUSUS
A \ RENCANA POLA RUANG
' KAWASAN SEMPADAN SUNGAI

=~ “ 5
/ u SKALR: 125000
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B E Desa Loleng
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/M2 Desa Kedang Murung

wea
Deas Sumber Sort

Mengetaul,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

( EDI DAMANSYAH )
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